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 Penelitian ini membahas tentang bagaimana sebuah perusahaan BUMN 
menerapkan tanggungjawab sosial perusahaanya, dengan melaksanakan peranannya 
dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya dengan mengembangkan 
industri kecil mitra binaannya. Sejalan dengan penelitian ini, maka jenis penelitian yang 
digunakan adalah kualitatif. Dengan menggunakan tehnik studi kasus, dimana kasus 
yang diteliti adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan 
pengembalian pinjamamn modal PKBL. Lokasi penelitian dilakukan di PT. PLN 
(Persero) APJ Surakarta tepatnya di Am. Hukum, Humas, Kemitraan dan Bina 
Lingkungan. Keistimewaan program kemitraan ini sebagai obyek kajian dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat PLN tidak hanya memberikan pinjaman modal, 
namun juga adanya pelatihan manajerial dan pemasaran melalui promosi.. 
 Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik non 
purposive sampling dengan tehnik snowball sampling. Adapun perinciannya adalah 
Informan Sekertaris Tim PKBL, Petugas Survei dan Petugas Penagihan. Kemudian baru 
ditentukan kelima responden yaitu dari Unit Pelayanan dan Jaringan PLN 2 mitra 
binaan dari UPJ Grogal dan masing-masing mitra binaan dari UPJ Kota Surakarta, 
Manahan dan Sukoharjo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 
Peranan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dalam Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat melalui Pengembangan Industri Kecil, dalam penelitian ini dibagi menjadi 
dua bagian pokok pembahasan diantaranya, yaitu melalui : Peranan PT. PLN dalam 
upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ; Petunjuk Tehnis Pelaksanaan dan petunjuk 
Tehnis PKBL, Faktor-faktor yangng Menyebabkan Penungagakan pengembalian 
Pinnjaman Modal PKBL ; Faktor penyebab penunggakan pinjaman modal PKBL dan 
tanggapan PLN tentang penunggakan pengembalian pinjaman modal PKBL. 
 PKBL PT. PLN terbentuk melaui proses interaksi antara Tim PKBL PT. PLN 
(Persero)APJ Surakarta dengan mitra binaannya, namun PLN mempunyai aturan 
sekaligus sanksi yang tertuang dalam Surat Perjanjian PKBL yang ditanda tangani oleh 
kedua belah pihak. Sanksi ini diberikan bila ada mitra binaan yang melanggar. Aturan 
dan sanksi ini menjadi pengendalian perilaku individu mitra binaan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari Interaksi antar PLN dan mitra 
binaan memunculkan Peranan PLN dalam Pemberdayaan Ekonomi, namun program ini 
tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana karena ada beberapa faktor yang menyebakan 
penunggakan pengembalian pinjaman modal PKBL. 
 
BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR  BELAKANG 
PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau dikenal dengan PLN merupakan tempat 
pendistribusian listrik yang dituntut untuk mampu melayani kebutuhan pelanggan. Pelanggan 
menginginkan adanya kemudahan dan kecekatan PLN dalam melayani, karena energi listrik memang 
sudah menjadi kebutuhan yang mendesak. Apabila pelayanan dianggap tidak sesuai atau bahkan 
merugikan pelanggan, komplain atau protes segera dilayangkan. Komplain yang selama ini terjadi 
biasanya disebabkan oleh, antara lain: seringnya terjadi gangguan listrik, petugas yang salah dalam 
menghitung meteran, kurang ramah dan cekatannya para petugas pelayanan, birokrasi yang berbelit-
belit, calo pemasangan baru instalasi listrik, dan  para calon pemasang baru yang harus menunggu 
lama. 
Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1972, Perusahaan Umum Listrik Negara ditetapkan statusnya 
menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara (Perum PLN) dan diubah pula anggaran dasarnya 
mengenai status, hak dan wewenang serta tanggung jawab. Setelah banyak mengalami perubahan 
bentuk usaha  sejalan dengan waktu, berdasarkan PP No. 23 Tahun 1994 dan Akta Notaris Soetjipto, 
SH Tahun 1994 No. 169 tertanggal 30 Juli 1994 di Jakarta, status Perum PLN berubah menjadi 
Perseroan Terbatas (Persero). Dalam kelanjutannya, Akta Notaris tersebut diubah dengan Akta 
Notaris Ny. Indah Fatmawati, SH No. 70 tanggal 27 Januari 1998 dan status perusahaan 
ketenagalistrikan di Surakarta bernama PT. PLN (Persero) Cabang Surakarta. 
Tanggal 10 April 2001 berdasarkan Keputusan General Manager PT. PLN (Persero) Unit 
Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta No. 388.K/ 021/ PD.II/ 2001, tentang Pembentukan 
Organisasi Area Pelayanan Pelanggan, mulai 1 Juni 2001 PLN cabang Surakarta menggunakan nama 
PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan. Dan untuk selanjutnya mulai bulan Agustus 2004 
berubah nama lagi menjadi PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Surakarta yang 
berlaku hingga saat ini. Untuk membantu pendistribusian tenaga listrik APJ Surakarta ini 
membawahi 11 Unit Pelayanan dan Jaringan (UPJ) yang tersebar di wilayah Karisidenan Surakarta. 
UPJ tersebut adalah UPJ Kota Surakarta, UPJ Manahan, UPJ Kartasura, UPJ Sumber Lawang, UPJ 
Palur, UPJ Karanganyar, UPJ Sragen, UPJ Grogol, UPJ Sukoharjo, UPJ Wonogiri dan UPJ Jatisrono   
Masyarakat awam mengira PLN hanya mengurusi masalah listrik. Pandangan tersebut tak 
sepenuhnya benar. Karena PLN juga turut berupaya meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Hal ini 
dibuktikan melalui Program Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) yang kemudian pada  
tanggal 17 Juni 2003 diganti nama dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).  
Program ini dilaksanakan berdasar pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
266/KMK.016/1997, Keputusan Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara BUMN / 
Kepala Badan Pengelola BUMN Nomor Kep-197/M-PBUMN/1999 dan Nomor Kep-216/M-
PBUMN/1999. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun2001. Adapun isi dari 
keputusan tersebut adalah :  
a. BUMN 
BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan bina Lingkungan dan 
Program BL yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalan keputusan ini. 
b. Usaha Kecil 
Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kementerian adalah usaha kecil 
yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, berdiri sendiri dan berbentuk usaha orang 
perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan  
hukum, termasuk koperasi, telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta 
mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. 
c. Kewajiban Mitra Binaan 
Melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana yang telah disetujui oleh BUMN 
pembina. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan tertib. Membayar kembali 
pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Menyampaikan 
laporan perkembangan usaha setiap Triwulan kepada BUMN pembina. 
d. Kewajiban BUMN 
Membentuk unit Progran Kementrian dan Progran BL. Melakukan evaluasi dan 
seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra Binaan secara langsung. 
Menyampaikan laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada koordinator BUMN 
Pembina diwilayah masing-masing. (Kep. Menteri BUMN/2003) 
 
Tujuan utama dari program PKBL adalah mengangkat potensi ekonomi yang selama ini 
tidak dapat tersentuh layanan permodalan bank, yang dengan syarat peminjaman yang ketat memberi 
kesulitan pada pengusaha kecil untuk memperoleh pinjaman tersebut. Padahal tanpa pendanaan yang 
memadai, kesempatan untuk mengembangkan usaha sangatlah sulit. PLN melalui PKBL memberikan 
berbagai kegiatan untuk menunjang keberhasilan PKBL melalui : 
 
 
§ Pinjaman Modal  Kerja  
Memberikan bantuan Modal Kerja dan Investasi kepada Usaha Kecil dan Koperasi 
guna mengembangkan usaha agar kegiatan usaha dimaksud dapat berkembang, tangguh dan 
mandiri dengan prioritas pemberian pinjaman berorientasi kepada usaha kecil maupun Koperasi 
yang dipandang dapat dikembangkan usahanya. Pinjaman modal ini berbeda dengan pinjaman 
modal perbankan meskipun dituntut untuk mengembalikan pinjaman pokok plus bunga, bunga 
yang dibebankan sangatlah rendah. Untuk pinjaman dibawah Rp. 10.000.000,00 bunga yang 
disyaratkan sebesar 6% pertahun dan untuk pinjaman diatas Rp. 10.000.000,00 dengan bunga 
8% pertahunnya. Dimana pengembalian dana ini akan digulirkan untuk membantu pengusaha 
kecil lainnya. 
§ Pelatihan  Peningkatan  Manajerial 
Bekerjasama dengan Instansi terkait dan Lembaga yang mempunyai kegiatan usaha 
Bidang Pelatihan guna melatih Mitra Binaan atau Calon Mitra Binaan yang belum melaksanakan 
pengelolaan pembukuan bagi usahanya dengan harapan Mitra Binaan dimaksud agar mengetahui 
dan membuat pembukuan serta manfaat pembukuan dan kiat-kiat kemajuan perusahaan.  
§ Pemasaran  dan  Promosi 
Melatih usaha Indistri Kecil yang telah atau yang akan melaksanakan Ekspor dalam hal 
pelatihan Manajemen Pemasaran tingkat Nasional maupun Ekspor, Persyaratan Pembayaran 
Ekspor dan lain-lain. Guna meningkatkan dan memberikan pengertian peluang Pasar baik 
Nasional / Ekspor bagi Mitra Binaan yang membutuhkan dengan dana bidang promosi yang 
tidak digunakan. 
Membantu memasarkan hasil Produk Unggulan yang berpotensi dapat dikembangkan dalam 
Pameran dan Promosi tingkat Lokal, Nasional dan Internasional guna menunjang Ekspor non 
Migas bagi Negara.    
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau yang dulunya dikenal dengan nama 
PUKK merupakan kewajiban dari setiap BUMN yang sudah ada sejak tahun 1983. Yaitu melalui 
Peraturan Pemerintah Nomer 3 Tahun 1983. Namun mulai tahun 1997 program kemitraan hanya 
diwajibkan pada BUMN yang mampu mencatatkan laba. Karena belum mencatatkan laba sejak tahun 
itu PLN tidak diwajibkan untuk melaksanakan program kemitraan. Namun karena sadar akan 
manfaat yag dapat dipetik bersama, dengan pengelolaan yang baik dana yang terkumpul dari tahun 
1997 mampu bergulir dan berkembang sampai sekarang.  Program kemitraan PT. PLN Distribusi 
Jateng-DIY berdana awal Rp. 17,9 Milyar tapi kini omset bantuan yang bergulir telah mencapai Rp. 
42 Milyar. (Leaflet Listrikita Edisi Maret 2007) 
Program PKBL PT. PLN APJ Surakarta telah bergulir sejak tahun 1993, telah menjaring 
519 mitra binaan dengan total dana yang telah disalurkan sebanyak Rp. 4.180.466.000,00. Dimana 
mitra binaan ini tesebar dalam 11 UPJ yaitu UPJ Surakarta Kota, Manahan, Kartasura, Grogol, 
Sukoharjo, Wonogiri, Jatisrono, Karanganyar, Palur, Sragen dan Sumbelawang. Berbagai jenis usaha 
telah menjadi mitra binaan mulai dari Toko klontong, Industri batik, Koperasi, Konveksi, Mebel, 
Percetakan, Bengkel Las dan lain-lain.  
Selain menyejahterakan mitra binaan PKBL juga telah mampu meningkatkan taraf hidup 
masyarakat sekitar mitra binaan. Karena usaha yang telah berkembang mampu menyerap tenaga 
kerja terutama bagi masyarakat sekitar. Sebagai contoh  industri mebel CV. Permata Tujuh di 
Wonogiri. Bermula dari program bergulir PKBL Rp. 5.100.000,00 pada tahun 1996, kini omset usaha 
perbulan mencapai setengah milyar dan telah memiliki 500 pekerja. Serta hasil mebelnya telah di 
ekspor keluar negeri. 
PT. PLN sebagai salah satu BUMN memberi pinjaman modal, pendampingan manajemen 
perusahaan dan pemasaran, tidak selamanya berjalan sesuai dengan keinginan. Karena ada banyak 
mitra binaan yang melakukan penunggakan pengembalian pinjaman modal. Mitra binaan yang 
melakukan penunggakan pengembalian pinjaman modal sampai tahun 2006 sebanyak 42% dari 
jumlah mitra binaan atau sekitar 207 mitra binaan. Dan sebagian besar mitra binaan tersebut adalah 
mitra binaan pada tahun 90 an. Seperti yang diungkapkan oleh humas PLN Areal Pelayanan Jaringan 
(APJ) Surakarta, Drs RM Sulistyo Soelangkir. Menurutnya, PUKK yang digulirkan sejak tahun 1992, 
sempat terhenti pada tahun 1998, karena tahun 1997 terjadi krisis ekonomi. Bahkan saat itu, terjadi 
kemacetan cukup tinggi. Dari catatan rekapitulasi terungkap, saat digulirkan tahun 1992, sudah 
terjadi kemacetan. Dari 13 pengusaha yang mendapat kredit total Rp 121.500.000,00 terjadi 
tunggakan Rp 39.332.000,00. Kemacetan tertinggi menimpa tahun 1996, dari 63 pengusaha dengan 
total kredit Rp 413.800.000,00 terjadi kemacetan Rp 116.038.000,00. ( Suara Merdeka, 22 Febuari 
2005) 
Selain itu Ketua TIM PKBL Mardani ST menjelaskan bahwa sejak dimulainya program 
PKBL PT. PLN APJ Surakarta tahun 1993 lalu pihaknya sudah menjaring 519 mitra binaan dengan 
total dana yang telah disalurkan mencapai Rp. 4.180.466.000,00, Tetapi dari total dana tersebut 23,78 
% atau senilai Rp. 935.000.000,00 hingga saat ini belum dikembalikan. (SOLOPOS, 16 Agustus 
2007). 
Penunggakan pengembalian pinjaman modal ini disebabkan oleh petugas yang kurang teliti 
dalam melakukan survei melihat potensi UKM yang akan dijadikan mitra binaan dan adanya 
kebangkrutan yang menimpa mitra binaan yang disebabkan oleh kondisi alam misalnya adanya virus 
flu burung mapun kesalahan dari mitra binaan itu sendiri. Ir. Wahjono selaku Manajer PT. PLN APJ 
Surakarta menyatakan bahwa telah menghapus tunggakan sekitar 70 mitra binaan tersebut, sebab 
telah dilihat usahanya memang sudah tidak potensial. Selain itu pinjaman tersebut tidak ada 
jaminannya.. Dia menduga mitra binaan yang menunggak tersebut dikarenakan petugas yang kurang 
teliti saat proses seleksi melihat potensi UKM yang akan dijadikan mitra binaan. Namun belakangan 
proses seleksi untuk program PKBL di PT. PLN APJ Surakarta sudah makin diperketat. (SOLOPOS, 
16 Agustus 2007). 
  
 
 Mitra binaan mulai tahun 2006 di ikutkan dalam Ansuransi Jiwa Kredit. Tujuan dari 
ansuransi ini adalah untuk memberikan jaminan pelunasan kredit, apabila penerima kredit (debitur) 
meninggal dunia sebelum jangka waktu pelunasan berakhir, artinya apabila penerima kredit (debitur) 
meninggal dunia, dalam masa asuransi, maka ahli warisnya melalui pemegang polis (PLN) menerima 
santunan sebesar saldo pinjaman pokok yang penurunannya ditentukan atas hasil bagi antara 
besarnya pinjaman awal dengan jangka waktu kredit dan seketika itu juga dibayarkan kepada kreditor 
(PLN). Dengan ini diharapkan dapat mengurangi beban ahli waris mitra binaan.   
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan dalam latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana Peranan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dalam memberikan pinjaman modal, 
pendampingan manajemen perusahaan dan pemasaran sebagai upaya mengembangkan 
industri kecil di Surakarta ?  
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan mitra binaan melakukan penunggakkan dalam 






C. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut diatas maka penelitian 
ini bertujuan untuk :  
1. Mengetahui peranan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dalam memberikan pinjaman modal, 
pendampingan manajemen perusahaan dan pemasaran sebagai upaya mengembangkan 
industri kecil di Surakarta. 
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan mitra binaan melakukan penunggakkan dalam 
pengembalian pinjaman modal. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :  
1. Manfaat Teoritis 
§ Membuktikan dan menerapkan teori-teori sosiologi dalam membahas permasalahan 
penunggakan pinjaman modal PKBL dan Peranan PT. PLN APJ Surakarta dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya industri kecil yang telah menjadi 
mitra binaan PLN. 
§ Memberikan informasi tentang Peranan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dalam 
mengembangkan industrial kecik yang telah menjadi mitra binaan serta 
mengberitahukan factor-faktor yang menjadi penyebab mitra binaan melakukan 
penunggakan pengembalian pinjaman modal, Sehingga penelitian ini dapat dijadikan 
referensi atau bahan masukan bagi penelitian lain dengan tema yang sama. 
 
2. Manfaat Praktis 
§ Mengembangkan penalaran bentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 
§ Mendiskusikan suatu bahan pemikiran mengenai Peranan  PT. PLN (Persero) APJ 




E. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Konsep yang digunakan 
a.  Peranan  
  Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai 
suatu proses. Jadi tepatnya peranan merupakan seseorang atau lembaga menduduki 
suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Suatu 
peranan mencakup tiga hal yaitu: 
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 
seseorang (lembaga ) dalam masyarakat. Peranan dalam hal ini meliputi 
peraturan-peraturan yang membimbing individu dalam kehidupan. 
b. Peranan adalah konsep perihal yang dapat dilakukan individu dalam 
masyarakat sebagai organisasi. 
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 
struktur social dalam masyarakat. (Soekanto, 2000 : 269) 
 
Peranan disini adalah bentuk ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan dari 
PKBL PT. PLN untuk mengatur mitra binaannya, agar tercipta tujuan bersama yaitu 
meningkatkan taraf hidup mitra binaan. 
Selanjutnya menurut Hendropuspito (1989:182) peranan adalah suatu konsep 
fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang (lembaga) dan dibuat atas dasar tugas-
tugas yang nyata dilakukan seseorang (lembaga). Peranan sebagai konsep yang 
menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga. 
Peranan perusahaan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat terkait 
dengan konsep CSR. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Wibison (2007 : 8-9) yang 
berpendapat bahwa CSR merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para 
pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan 
memaksimalkan dampak positif yang menyangkut aspek sosial, ekonomi dan 
lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan. Komitmen tanggung jawab sosial di perusahaan harus memiliki 
pandangan bahwa CSR merupakan investasi masa depan bagi perusahaan. CSR bukan 
dilihat sebagai sentral biaya (cost centre), melainkan sentral laba (Profit Centre) di 
masa mendatang. Sehingga terjadi hubungan yang harmonis dan citra yang baik, dan 
timbal baliknya masyarakat akan ikut menjaga eksistensi perusahaan. 
Peranan perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mengacu pada 
prinsip-prinsip dasar CSR yang diungkapkan oleh Prof. Alyson Warhurst  yaitu 
1. Prioritas korporat sebagai tanggung jawab sosial yang merupakan prioritas 
tertinggi koporat. 
2. Adanya manajemen terpadu untuk mengintegrasikan kebijakan program dan 
praktek. 
3. Memberikan sumbangan untuk usaha bersama yang dapat meningkatkan 
kesadaran tentang tanggung jawab sosial. 
4. Pencapaian dan pelaporan untuk mengevaluasi kinerja sosial dan 
melaksanakan audit sosial secara berkala. (Wibisono, 2007 : 39-41) 
 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan PLN sesuai dengan 
konsep peranan dari CSR yaitu dengan pengembangan industri kecil. Dimana pola 
pemberdayaan harusnya bersifat  bottom up-intervention yang menghargai dan 
mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah mampu melakukan usaha-asaha produktif 
dengan prinsip swadaya dan kebersamaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu 
proses, dimana masyarakat yang miskin sumberdaya dan kelompok yang terabaikan 
didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.(Sunartiningsih, 
2004:138) 
 Dalam proses ini lembaga berperan sebagai fasilitator. Dan PT. PLN (Persero) 
APJ Surakarta  merupakan salah satu lembaga BUMN yang ikut berperan dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan yang dimilikinya. 
PT. PLN (Persero) APJ Surakarta merupakan Perusahaan Listrik Milik Negara 
. Tujuan, sifat dan maksud PT. PLN (Persero) memiliki dasar pada Peraturan 
Pemerintah No. 23 tahun 1994, yaitu: Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan 
umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan 
perusahaan. Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang 
memadai dengan tujuan untuk, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat 
secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. 
Peranan TIM PKBL PLN APJ Surakarta merupakan sebuah tanggung jawab 
sosial perusahaan yang sesuai dengan konsep CSR, dimana PLN sebagai pihak yang 
meminjamkan modal, memberikan pendampingan dalam manajemen maupun 
pemasaran. PKBL merupakan salah satu peran CSR PT. PLN dalam upaya 
penberdayaan ekonomi masyarakat dengan memfokuskan programnya melalui 
pengembangan indusrti kecil bagi mitra binaannya. 
 
b.  Industri Kecil 
Stayle dan Morse dalam Ashari (1986:17) membuat penggolongan jenis 
industri berdasarkan pada jumlah tenaga kerja sebagai berikut :  
1. Industri kerajinan rumah tangga memiliki tenaga kerja antara 1 sampai 9 orang. 
2. Industri kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 10 sampai 49 orang 
3. Industri sedang memiliki jumlah tenaga kerja antara 50 sampai 99 orang 
4. Industri besar memiliki jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang. 
 
Dalam penelitian ini, mitra binaan PLN dapat digolongkan atau dikategorikan  
sebagai industri kecil. Karena pada umumnya jumlah rata-rata pekerja yang dimiliki 
oleh mitra binaan adalah >10 orang dan pekerja ini biasanya dari anggota keluarga dan 
tetangga sekitar mitra binaan. 
 Selanjutnya BPS Jateng (2007 : 315) mengatakan bahwa industri kecil dapat 
juga meliputi badan usaha manufatur yang mempekerjakan kurang dari 5-19 pekerja. 
Namun tenaga kerja bukan merupakan tolak ukur yang paling utama, hal ini 
dikarenakan Departemen Perindustrian dan Perdagangan lebih mengutamakan asset 
yang dimiliki suatu perusahaan / industri.  
 Sedangkan dalam penjelasan Undang-undang No. 9 Tahun 1995, menyebutkan 
bahwa yang dimaksud usaha kecil termasuk didalamnya adalah usaha kecil informal 
atau non formal disini adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat dan belum 
berbadan hukum termasuk didalamnya industri rumah tangga. 
Selanjutnya Thee Kian Wie, mengklasifikasikan industri kecil 
menurut orientasi pasar dan teknologi yang digunakan yaitu : 
1. Industri kerajinan rumah tangga (usaha-usaha yang 
memperkerjakan antara1-4 tenaga kerja yang terdiri dari anggota 
rumah tangga yang tidak dibayar) dan industri kecil tradisional 
(usaha-usaha yang mempekerjakan  antara 5-19 tenaga kerja yang 
dibayar upah, yang lebih banyak berorientasi pada pasar lokal dan 
pada umumnya menggunakan teknologi tardisional. 
2. Industri kecil dan menengah modern, yang lebih banyak 
berorientasi pada pasar yang lebih luas (daerah propinsi atau 
nasional dan kadang-kadang berorientasi pada pasar ekspor) dan 
menggunakan teknologi modern. 
(Thee, 1994 : 153) 
 
 
Sedangkan menurut Mudrajad Kuncoro, pengusaha kecil juga memiliki 
beberapa karakteristik sebagai berikut :  
1. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi, 
kebanyakan industri kecil dikelola oleh perseorangan yang merangkap sebagai 
pemilik sekaligus pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga dari keluarga 
dan kerabat dekatnya. 
2. Rendahnya akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal, 
sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal 
sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara 
atau bahkan renternir. 
3. Sebagian besar usahanya belum memiliki status resmi dari badab hukum. 
 
Kuncoro juga mengemukakan sepertiga bagian dari seluruh industri kecil 
bergerak pada kelompok industri makanan, minuman, industri bahan galian namun 
bukan logam, industri tekstil, dan industri kayu, bambu, rotan, rumput, termasuk 
didalamnya prabot rumah tangga. Kelompok industri tersebut berkisar antara 21-22 % 
dari seluruh industri kecil yang ada.  (Kuncoro, 1997 : 316) 
Dari berbagai penjelasan diatas usaha kecil yang dimiliki oleh para mitra 
binaan PLN yang kebanyakan mempunyai jenis industri berupa industri makanan, 
mebel, batik serta konveksi, Dan mitra binaan ini sebagian merupakan industri kecil 
informal seperti yang diungkapkan dalam UU No 9 Tahun 1995 karena keberadaan 
mereka belum diakui secara resmi atau belum tercatat didalam badan hukum. 
 
c. Pinjaman Modal 
Pinjaman modal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pihak yang 
meminjamkan sesuatu  berupa uang maupun barang sebagai pokok usaha atau 
perdagangan yang dapat menghasilkan uang untuk memulai usaha. 
Menurut undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998  Pinjaman atau lebih 
dikenal dengan istilah kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam  
antara bank atau lembaga lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan  pihak peminjam 
melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan 
dilihat dari segi kegunaan pinjaman atau kredit ada 2 jenis yaitu :  
1. Pinjaman / kredit investasi 
Pinjaman yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha  atau 
membangun proyek atau pabrik untuk keperluan rehabilitasi. 
2. Pinjaman / kredit modal kerja 
Pinjaman yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam 
operasionalnya. 
 
Sedangkan pinjaman / kredit yang dilihat dari segi sektor usaha dibedakan menjadi 7 
jenis yaitu :  
1. Pinjaman atau kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor 
perkebunan atau pertanian rakyat. 
2. Pinjaman atau kredit peternakan, merupakan kredit untuk jangka pendek. 
3. Pinjaman atau kredit industri, kredit untuk membiayai industri kecil, menengah 
atau besar. 
4. Pinjaman atau kredit pertambangan, merupakan kredit untuk jangka panjang. 
5. Pinjaman atau kredit pendidikan  
6. Pinjaman atau kredit profesi 
7. Pinjaman atau kredit perumahan. (Kasmir, 1999 : 99-101) 
  
 Kredit modal kerja dalam rangka Keppres No. 99/1984 adalah pemberian 
kredit modal kerja kepada pemborong / rekanan yang tergolong pengusaha/pengusaha 
golongan ekonomi lemah, dimana sumber dana berasal dari APBN, APBD, BUMN dan 
bank-bank pemerintah. Sedangkan kredit atau pinjaman modal kerja invsetasi kecil 
adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada pengusaha kecil 
pribumi dengan persyaratan  dan prosedur khusus. Dan untuk kredit modal kerja 
permanent kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada pengusaha 
kecil pribumi dengan persyaratan  dan prosedur khusus, guna pembiayaan modal yang 
hanya dipergunakan secara terus menerus untuk kelancara usaha. (Suyatno, 1999 : 38-
39) 
 PKBL merupakan bentuk kepedulian PLN sebagai salah satu BUMN yang 
berupaya untuk meningkatkan ekonomi sekaligus kesejahteraan masyarakat melaui 
pemberian pinjaman modal dengan bunga yang relatif rendah. Dimana PKBL termasuk 
dalam kredit atau pinjaman modal kerja yang bertujuan untuk meningkatkan produksi 
operasional dari industri kecil yang telah dikelola.  
2.  Teori yang digunakan 
Dalam menelaah suatu fenomena dengan sudut pandang sosiologi selalu berdasar 
pada paradigma dan teori. Untuk melihat peranan dari PT. PLN APJ Surakarta ini 
menggunakan paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial yang diungkapkan oleh 
B.F. Skinner yang ditulis dalam buku karya Ritzer (2004:70-72) mengarahkan perhatiannya 
pada hubungan individu dengan lingkungannya dimana lingkungan ini terdiri dari lingkungan 
yang berobyek sosial dan lingkungan yang berobyek non sosial. Adanya prinsip yang 
menguasai antar hubungan individu dengan obyek sosial adalah sama dengan prinsip yang 
menguasai hubungan antara individu dengan obyek  non sosial. Tingkah laku individu yang 
berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat 
atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkah laku. 
Dimana paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya pada proses interaksi, yaitu 
individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikan ditentukan oleh sifat 
dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Terdapat sumber pengendalian perilaku 
individu.      
Untuk memahami peranan dari PT.PLN (Persero) APJ Surakarta dengan berpijak 
pada paradigma perilaku sosial. Dimana proses yang menjadi dasar dalam PKBL adalah 
adanya  proses interaksi antara Tim PKBL PLN dengan mitra binaan. Dan mitra binaan tidak 
bisa berlaku semaunya. Karena sebagai pihak yang mempunyai peranan PLN mewajibkan 
setiap mitra binaan untuk mematuhi segala aturan dan konsekwensi bila mitra binaan 
melanggar aturan tersebut. 
Sedangkan untuk lebih memahami penyebab mitra binaan melakukan penunggakan 
pengembalian pinjaman modal. Maka digunakan teori Exchange atau teori pertukaran yang 
dikemukakan oleh George Homan. Homan menyatakan bahwa inti dari teori pertukaran 
terletak pada sekumpulan proposisi fundamental. Dimana proposisi tersebut bersifat 
psikologis dikarenakan oleh :   
(1) Proposisi biasanya dinyatakan dan diuji secara empiris oleh orang yang menyebut 
dirinya sendiri psikolog.  
(2) Proposisi bersifat psikologis karena menerangkan fenomena individu dalam 
masyarakat, dimana proposisi lebih mengenai perilaku manusia individual daripada 
kelompok atau masyarakat dan perilaku manusia sebagai manusia umumnya 
dianggap menjadi bidang psikologis. (Ritzer & Goodman, 2004 : 358-359)  
 
Homan menyatakan terdapat proses perubahan dapat disederhanakan menjadi suatu 
sistem deduksi yang didasarkan atas prinsip-prinsip psikologis dimana :  
§ Tindakan social dilihat equivalent dengan tindakan ekonomis. Suatu tindakan adalah 
rasional, berdasarkan pada perhitungan untung dan rugi. 
§ Dalam rangka interaksi sosial aktor mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar 
dari biaya yang dikeluarkan. (cost benefit ratio) 
 
Adanya proposisi yang harus diperhatikan berupa :  
a. Makin tinggi ganjaran (reward) yang akan diperoleh makin besar kemungkinan 
sesuatu tingkah laku akan diulang. 
b. Makin tinggi biaya atau ancaman hukuman (punistment) yang akan diperoleh makin 
kecil kemungkinan tingkah laku serupa yang akan diulang. 
c. Adanya hubungan berantai antara berbagai stimulus dan antara berbagai tanggapan. 
(Ritzer, 2004 : 78-79) 
Hubungan kerjasama antara PLN dan mitra binaan terjalin melalui proses interaksi dan 
komunikasi antara TIM PKBL dengan mitra binaan. Dimana didalamnya terdapat pertimbangan 
secara ekonomi (equivalent) pihak PLN memberikan bantuan utuk menyejahterakan serta 
mengangkat perekonomian mitra binaan. Perilaku dari mitra binaan yang melakukan 
penunggakan pengembalian pinjaman modal, merupakan stimulus dorongan dari psikologis 
individu yang dikarenakan oleh beberapa sebab yang berasal dari dirinya sendiri yaitu adanya 
keinginan untuk menyalagunakan pinjaman modal maupun sebab dari luar yaitu adanya musibah 
seperti banjir yang menyebabkan kebangkrutan pada usaha atau industri kecil mitra binaan.. 
Tindakan atau stimulus dari mitra binaan yang melakukan penunggakan pengembalian 
pinjaman modal, mendapat tanggapan dari TIM PKBL berupa teguran tertulis, denda atau 
bahkan penyegelan instalasi listrik dengan harapan mitra binaan akan mengembalikan pinjaman 
modal pokok beserta denda dan bunganya.  
 
F. DEFINISI KONSEPTUAL 
1. Peranan  
Merupakan aspek dinamis berupa tindakan-tindakan, fungsi-fungsi dan tanggung jawab 
sosial dari sebuah lembaga, yang dilaksanakan sesuai dengan statusnya, untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan. 
 
 
2. Pemberdayaan Ekonomi 
Tindakan individu atau kelompok untuk mengembangkan perekonomian masyarakat agar 
tercipta kesejahteraan baik untuk individu maupun kelompok. 
3. Industri Kecil 
Usaha kecil yang mempunyai modal terbatas dengan jumlah pekerja yang terbatas dan 
berasal dari keluarga atau kerabatnya. 
4. Pinjaman Modal 
Merupakan sejumlah uang yang dipinjamkan sebuah instansi kepada individu/pengusaha 
guna mengembangkan usahanya tersebut, dan harus dikembalikan sesuai dengan waktu 
yang telah disepakati. 
 
 G. METODE  PENELITIAN 
1. Jenis  Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus kualitatif. Yang 
bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala sosial melalui analisis yang terus menerus 
tentang kasus yang dipilih, dimana seluruh data yang diraih diorganisasikan untuk 
menerangkan kasus yang dipilh sebagai objek penelitian. (Slamet, 2006 : 10) 
Jenis penelitian ini menganalisis terus menerus tentang bagaimana peranan PT. 
PLN (Persero) APJ Surakarta dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pada 
pengembangan usaha kecil di Surakarta. Serta meneliti lebih lanjut terhadap kasus 
penunggakan pengembalian modal PKBL oleh mitra binaan. 
 
 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di PT. PLN (Persero) APJ Surakarta  terletak di 
Jalan Slamet Riyadi No. 468 Surakarta kode pos 802. Telp. (0271) 722091 Fax (0271) 
722095.  
Dikarenakan dalam PLN tersebut terdapat Program PKBL yang bertujuan untuk 
meningkatkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat, tepatnya di bagian Hukum, 
Humas Kemitraan dan Bina Lingkungan. PLN APJ ini membawahi 11 UPJ yang tersebar 
diseluruh Karisidenan Surakarta. 
Sedangkan untuk penelitian tentang penunggakan pengambilan pinjaman modal 
PKBL, peneliti memusatkan penelitiannya pada mitra binaan yang lokasi usahanya 
terletak di wilayah 4 UPJ, yaitu UPJ Kota Surakarta, UPJ Manahan, UPJ Grogol dan UPJ 
Sukoharjo karena dari 4 UPJ tersebut terdapat mitra binaan yang melakukan penunggakan 
pengembalian modal dengan berbagai faktor yang menjadi penyebabnya.  
 
 
 3. Sumber  Data 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana jenis data yang digunakan 
sebagai berikut :  
a.  Data hasil wawancara dengan informan dan responden :  
§ PKBL PT. PLN (Persero) APJ Surakarta 
§ Mitra Binaan PLN yang melakukan penunggakan pengembalian pinjaman modal 
PKBL. 
b. Literatur berupa buku-buku, surat kabar, dan literatur lain yang berhubungan dengan 
masalah yang diteliti antara lain arsip-arsip PKBL, Internet, Koran. 
 
4. Tehnik Pengambilan Sampel 
Dalam penelitian ini, tehnik pengambilan sample yang digunakan adalah 
sampling non probabilitas purposive sampling dimana peneliti mempunyai peranan yang 
paling besar dalam menentukan siapa dan berapa sampling yang digunakan tanpa harus 
melupakan keterwakilan populasi. Penelitian ini menggunakan Snowball Sampling, yaitu 
penarikan sample bertahap yang makin lama jumlah informannya semakin bertambah 
besar. Dengan mengidentifikasi seseorang yang dianggap paling mengerti dengan masalah 
yang diteliti, baru kemudian akan bisa menentukan informan selanjutnya. (Slamet, 2006 : 
63) 
Sesuai dengan tehnik Snowball sampling maka informan yang pertama akan 
diteliti adalah TIM PKBL PLN APJ Surakarta, karena informan ini dianggap paling 
mengerti terhadap kasus yang akan diteliti, yaitu Sekertaris dari Tim PKBL yang 
dilanjutkan wawancara dengan petugas survei dan petugas penagihan PKBL. Kemudian 
menentukan responden yaitu mitra binaan yang berasal dari 4 UPJ PLN APJ Surakarta. 
Dimana keberadaan mitra binaan ini diperoleh dari TIM PKBL tersebut. Dengan 
berdasarkan pada :  
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan dari pada unit-unit analisis yang memiliki 
spesifikasi atau ciri-ciri tertentu.  
Dalam penelitian ini populasinya adalah TIM PKBL di PT. PLN APJ Surakarta 
beserta mitra binaan yang  letak wilayahnya terletak di 11 UPJ PLN wilayah 
distribusi Surakarta.  
b. Sampel 
Sampel adalah sebagian dari populasi yang jumlahnya kurang dari populasi. 
Sampel inti diambil dari anggota populasi yang diketahui peneliti dapat menjadi 




Dalam penelitian ini sampel terdiri dari : 
§ Informan, yaitu Tim pengurus PKBL PT. PLN APJ Surakarta, yang terdiri dari 
3 informan yaitu sekertaris PKBL, petugas survey lapangan dan petugas 
penagihan. 
§ Responden, Mitra binaan yang melakukan penunggakan pinjaman PKBL, 
dimana lokasi usahanya berada di wilayah 4 UPJ, yaitu 2 mitra binaan dari 
UPJ Grogol dan masing-masing 1 mitra binaan dari UPJ Kota Surakarta, UPJ 
Manahan dan UPJ Sukoharjo. 
Sampel ini diambil berdasarkan keberadaan mitra binaan yang melakukan 
penunggakan pengembalian pinjaman modal PKBL.  Dimana Informan adalah orang yang 
benar-benar mengerti tentang PKBL, sedangkan untuk menentukan responden 
menggunakan Maximum Variation Sampling yaitu dengan menggambarkan suatu tema 
sentral dari studi melalui inforamasi yang silang menyilang dari berbagai tipe responden 
(Slamet,2006 : 65-66). Responden merupakan mitra binaan yang melakukan penunggakan 
pinjaman modal sesuai dengan pengusaha  yang tergolong industri besar, industri 
menengah dan industri kecil. Terdiri dari mitra binaan dengan industri besar yaitu industri 
batik yang berasal dari UPJ Kota Surakarta, Industri menengah yaitu mitra binaan dari 
UPJ Manahan yaitu pengolahan pupuk organik, mitra binaan dari UPJ Grogol pengusaha 
konveksi dan mitra binaan dari UPJ Sukoharjo pengusaha mebel dan Industri kecil yaitu 
mitra binaan dari UPJ Grogol yaitu pengrajin gitar. Dan responden berdasarkan pada cara 
pengembalian penunggakan pinjaman modal. Mitra binaan yang walaupun menunggak 
tapi tetap mengembalikan pinjaman modal sesuai dengan aturan yaitu CV. Berkah, 
Yayasan Hayu Persada dan CV. Mustika, Mitra binaan yang walaupun menunggak tapi 
tetap mengembalikan pinjaman modal sesui dengan kemampuannya Mebel Barokar dan 
mitra binaan yang karena kebangkrutan sehingga tidak bisa mengembalikan pinjaman 
modal sama sekali yaitu Agung Gitar. 
 
5. Tehnik Pengambilan Data 
Sehubungan dengan sumber data yang ingin diperoleh maka tehnik yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah :  
a. Observasi 
Tehnik observasi atau tehnik pengamatan adalah suatu tehnik pengumpulan 
data dengan menggunakan mata untuk melihat secara langsung kejadian-kejadian 
yang berhubungan, dengan tujuan  penelitian kemudian kejadian-kejadian itu kita 
catat secara sistematis. Penelitian ini menggunakan tehnik Observasi Non Partisipan, 
dimana peneliti mengamati secara langsung proses pemberian pinjaman modal, 
pembuatan kwitanssi pembayaran pinjaman sekaligus pengiriman kwitansi tersebut. 
Serta mengamati keadaan industri dari mitra binaan yang melakukan penunggakan 
pinjaman modal. 
b. Wawancara Mendalam 
Tehnik wawancara kegiatan yang dilakukan untuk mempreroleh data yang 
diinginkan, dengan melakukan interaksi langsung dengan informan, didalam interaksi 
itu peneliti berusaha mengungkap kasus yang sedang diteliti melalui proses tanya-
jawab. Sebelum mengadakan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi 
yang diperlukan maka digunakan pembicaraan informal terlebih dahulu dengan 
tujuan menciptakan hubungan yang akrab antara peneliti dengan informan. Pada 
wawancara mendalam digunakan pedoman wawancara berupa garis besar pokok 
pertanyaan yang dinyatakan dalam proses wawancara dan disusun sebelum 
wawancara dimulai. 
Inti dari pertanyaannya adalah menanyakan bagaimana peranan dari PLN 
dalam usaha meningkatkan industri kecil, bagaimana cara PLN dalam usaha 
memberdayakan ekonomi wawancara ini dengan TIM PKBL. Sedangkan wawancara 
dengan mitra binaan intinnya menanyakan apakah penyebab yang melatar belakangi 





c. Studi Kepustakaan 
Penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan dengan maksud agar 
dapat menambah data dari peneliti yang terdahulu atau dari sumber-sumber pustaka 
yang lain hingga data yang diperoleh sesuai yang diinginkan. (HB. Sutopo, 2002 : 24) 
Data-data ini berupa arsip-arsip PKBL berupa Surat Perjanjian PKBL, Berita 
Acara PKBL, Data-data mitra binaan, Proposal pengajuan dari mitra binaan, dan lain-
lain. Serta Informasi dari Surat kabar maupun Internet yang berhubungan dengan 
PKBL. Studi kepustakaan merupakan upaya untuk menunjang data-data yang telah 
diperoleh melalui observasi dan wawancara. 
 6. Tehnik Analisa Data 
Tehnik analisa data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisa data 
model interaktif, dengan tehnik ini setelah data terkumpul akan dilakukan analisa melalui 
tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Masing-
masing komponen dapat melihat kembali komponen yang lain sehingga data yang 
terkumpul akan benar-benar mewakili sesuai dengan masalah yang diteliti. Tiga 
komponen tersebut merupakan sesuatu yang saling terkait pada saat sebelum, selama dan 
sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum 
yang disebut analisis. Untuk lebih jelasnya masing-masing tahap dapat dijabarkan secara 
singkat sebagai berikut : 
a. Reduksi Data 
Proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi kasar yang ada di 
dalam field note, dilakukan selama penelitian berlangsung. Dengan reduksi data, data 
kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, seperti 
seleksi ketat, ringkasan dan menggolongkan dalam satu pola yang lebih luas. 
b. Display Data 
Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Informasi disini termasuk 
didalamnya matrik, skema table, jaringan kerja berkaitan dengan kegiatan. Dengan 
penyajian data peneliti akan mengerti apa yang terjadikan dapat mengerjakan sesuatu 
pada analisis data ataupun langkah-langkah lain berdasar pengertian tersebut.  
c. Conclusion Drawing  
Mencari makna, mencatat keteraturan, pola-pola dan penjelasan, konfigurasi 
yang memungkinkan alur sebab akibat dan proposisi kesimpulan juga divertivikasi 
selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna yang muncul dari data harus diuji 
kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya yaitu yang merupakan validitasnya. 
 7. Validitas Data 
Data yang diperoleh selama proses penelitian akan diuji kembali dengan 
melakukan pungujian validitas data melalui penggunaa trianggulasi data. Trianggulasi 
data adalah tehnik pemeriksaan data dengan memanfatkan sesuatu yang lain diluar untuk 
keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data itu. Tehnik trianggulasi ada 
empat macam, yaitu :  pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 
penyelidikan dan teori. Tehnik pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan 
trianggulasi sumber karena data yang akan diperoleh berasal dari sumber yang lokasinya 
terjangkau penelitian. Adapun sumber data yang ditrianggulasikan berasal dari TIM 
PKBL, Mitra Binaan PLN yang melakukan penunggakan pengembalian pijaman modal. 
Untuk mengecek kembaki derajat kepercayaan suatu informasi dengan 
trianggulasi sumber dapat dilakukan dengan cara : 
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data yang diperoleh dari hasil 
wawancara. 
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 
dikatakan secara pribadi. 
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi peneliti, dengan 
apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
4. Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 
pandangan orang lain. 
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. (Moelong, 








BAB  II 
DESKRIPSI 
PROGRAM  KEMITRAAN  DAN  BINA  LINGKUNGAN 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
266/KMK.016/1997, Keputusan Menteri Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara BUMN / Kepala 
Badan Pengelola BUMN Nomor Kep-197/M-PBUMN/1999 dan Nomor Kep-216/M-PBUMN/1999. 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001. Dan salah satu BUMN yang 
melaksanakan program ini adalah PLN. Adapun isi dari keputusan tersebut adalah :  
e. BUMN 
1. BUMN wajib melaksanakan Program Kemitraan dan bina Lingkungan dan Program BL 
yang memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalan keputusan ini. 
2. Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kimitraan dan bina Lingkungan dan 
Program BL dengan pedoman pada Keputusan ini yang ditetapkan berdasarkan 
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 
 
f. Usaha Kecil 
Usaha kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kementerian adalah sebagai berikut : 
1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 
rupiah). 
3. Milik Warga Negara Indonesia.  
4. Berdiri sendiri dan berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak 
berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan  hukum, termasuk koperasi. 
5. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun serta mempunyai potensi dan 




g. Kewajiban Mitra Binaan 
1. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana yang telah disetujui oleh BUMN pembina. 
2. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan dengan tertib. 
3. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah 
disepakati. 
4. Menyampaikan laporan perkembangan usaha setiap Triwulan kepada BUMN pembina. 
 
h. Kewajiban BUMN 
1. Membentuk unit Progran Kementrian dan Progran BL. 
2. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (BKA) Progran Kementrian dan Progran BL. 
3. Melakukan evaluasi dan seleksi atas kelayakan usaha dan menetapkan calon Mitra 
Binaan secara langsung. 
4. Menyiapkan dan menyalurkan dana PKBL kepada mitra binaan. 
5. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap mitra binaan. 
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6. Mengadministrasikan kegiatan pembinaan. 
7. Melakukan pembukuan atas  Progran Kementrian dan Progran BL. 
8. Menyampaikan laporan pelaksanaan Progran Kementrian dan Progran BL meliputi 
laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada menteri. 
9. Menyampaikan laporan berkala baik triwulan maupun tahunan kepada koordinator 
BUMN Pembina diwilayah masing-masing. 
 
 
A. PT. PLN (Persero) APJ SURAKARTA 
a. Deskripsi Lokasi 
§ Alamat   : Jln. Slamet Riyadi No. 468 Surakarta. 
§ No Telp  : (0271) 722091 
§ No. Fax  : (0271) 722095 
§ Alamat Email  : sekmumska@plnjateng.co.id. 
§ Manager : Ir. J. Wahjono 
§ Jumlah UPJ  : 11 UPJ 
 
b. Kondisi Demografis 
1. Jumlah Pegawai 
Jumlah pegawai PT. PLN APJ Surakarta secara keseluruhan adalah 107 
jiwa, dengan perincian : 
Tabel 2.1 
Distribusi Pegawai PT. PLN APJ SURAKARTA 
No  Jenis kelamin Jumlah  
1. Laki-laki 93 
2. Perempuan 14 
3.  Jumlah 107 
  Sumber :Jumlah Pegawai PLN APJ Surakarta Januari  2008 
Dari tabel distribusi pegawai PT. PLN APJ Surakarta diatas dapat kita 
lihat bahwa jumlah pegawai perempuan sebanyak 14 orang lebih sedikit, daripada 
jumlah pegawai laki-laki sebanyak 93 orang. 
 
2. Komposisi Pegawai Menurut Umur 
Komposisi pegawai menurut umur ini dapat dipergunakan untuk 
mengetahui kemungkinan perkembangan pegawai dimasa yang akan datang. 
Komposisi pegawai PT. PLN APJ Surakarta menurut umur dan dapat dilihat dalam 




   Jumlah Pegawai Menurut Umur 
Kelompok  Umur Jumlah 














Jumlah  107 
  Sumber : Jumlah Pegawai PLN APJ Surakarta Januari  2008 
Dari komposisi pegawai tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu : usia muda 
antara usia 25-35 tahun, sebanyak 11 orang; usia menengah antara usia 36-45 tahun, 
sebanyak 27 orang dan yang termasuk kategori terakhir usia tua atau pegawai yang 
mendekati masa pensiun  antara usia 46 tahun ke atas, sebanyak 69 0rang. Sehingga 
dapat diketahui bahwa di PT. PLN APJ Surakarta ini jumlah usia tua atau mendekati 




3. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendididkan 
Sedangkan distribusi pegawai PT. PLN APJ Surakarta 
menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : 
Tabel 2.3 
Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan Jumlah 
1. Tamat  S 2 
2. Tamat  S 1  
3. Tamat  D 3 
4. Tamat  D 1 
5. Tamat  SLTA 








 Sumber : Tingkat Pendidikan pegawai PLN APJ Surakarta Januari  2008 
 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa secara umum tingkat 
pendidikan pegawai PT. PLN APJ Surakarta masih tergolong rendah, hal 
ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawai yang hanya tamat SLTA 
sejumlah 59 orang dan tamat S1 sejumlah 25 orang.  
c. Sejarah PT. PLN (Persero) 
Untuk memenuhi kebutuhan pabrik gula dan teh yang dibangun Belanda di 
Indonesia, tahun 1901 Belanda mendirikan perusahaan listrik dengan nama N. V. Soloces 
Electricet Mij (S. E. M). Pada tahun 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Akibatnya, 
perusahaan listrik diambil alih oleh Jepang. Hal ini tidak berjalan lama, karena saat 
proklamasi (17 Agustus 1945) Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik yang 
semula dikuasai Jepang yang kemudian diberi nama Jawatan Listrik dan Gas. 
Akibat adanya Agresi Militer Belanda I dan II, sebagian perusahaan listrik dikuasai 
kembali oleh Belanda. Pada tahun 1958 dikeluarkan Peraturan Pemerintah  No. 18 tahun 
1958 tentang perusahaan listrik dan gas milik Belanda. Dengan adanya undang-undang 
tersebut, maka seluruh perusahaan listrik Belanda beralih tangan menjadi milik Indonesia. 
Perusahaan Listrik dan Gas berubah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) sesuai 
dengan Undang-Undang No. 86 tahun 1958. 
Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1967 dikeluarkan Instruksi Presiden RI No. 
17 tahun 1967 tentang pengaruh dan penyederhanaan perusahaan negara ke dalam tiga 
bentuk usaha negara, yaitu: 
1. Perusahaan Jawatan, disingkat PERJAN (Departmental Agency) 
2. Perusahaan Umum, disingkat PERUM (Public Corporation) 
3. Perusahaan Persero, disingkat PERSERO (Public/ State Company) 
Berdasarkan PP No. 18 Tahun 1972, Perusahaan Umum Listrik Negara ditetapkan 
statusnya menjadi Perusahaan Umum Listrik Negara (Perum PLN) dan diubah pula 
anggaran dasarnya mengenai status, hak dan wewenang serta tanggung jawab. Setelah 
banyak mengalami perubahan bentuk usaha  sejalan dengan waktu, berdasarkan PP No. 23 
Tahun 1994 dan Akta Notaris Soetjipto, SH Tahun 1994 No. 169 tertanggal 30 Juli 1994 di 
Jakarta, status Perum PLN berubah menjadi Perseroan Terbatas (Persero). Dalam 
kelanjutannya, Akta Notaris tersebut diubah dengan Akta Notaris Ny. Indah Fatmawati, SH 
No. 70 tanggal 27 Januari 1998 dan status perusahaan ketenagalistrikan di Surakarta 
bernama PT. PLN (Persero) Cabang Surakarta. 
Tanggal 10 April 2001 berdasarkan Keputusan General Manager PT. PLN 
(Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta No. 388.K/ 021/ PD.II/ 2001, 
tentang Pembentukan Organisasi Area Pelayanan Pelanggan, mulai 1 Juni 2001 PLN cabang 
Surakarta menggunakan nama PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Pelanggan. Dan untuk 
selanjutnya mulai bulan Agustus 2004 berubah nama lagi menjadi PT. PLN (Persero) Area 
Pelayanan dan Jaringan Surakarta yang berlaku hingga saat ini. 
 
d. TUJUAN PT. PLN (Persero) 
Tujuan, sifat dan maksud PT. PLN (Persero) memiliki dasar pada Peraturan 
Pemerintah No. 23 tahun 1994, yaitu: 
1) Menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum dan sekaligus memupuk 
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 
2) Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai 
dengan tujuan untuk: 
a. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata 
serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi. 
b. Mengusahakan keuntungan agar dapat membiayai pengembangan penyediaan 
tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat. 
3) Merintis kegiatan-kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. 
4) Menyelenggarakan usaha-usaha lain yang menunjang usaha penyediaan tenaga listrik 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
e. Motto, Falsafah dan Logo PT. PLN (Persero) 
1. Motto 
“Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik” 
(Electricity  for a Better Life) 
2. Falsafah 







     Gb.2.2 Logo Resmi PT. PLN 
 




f. Visi dan Misi PT. PLN (Persero) 
1. Visi 
Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang, unggul, 
dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 
Konsekuensi terhadap strategi korporat: 
a. Mewujudkan kinerja Perusahaan dengan kualitas setaraf kelas dunia 
dalam usaha bisnis kelistrikan. 
b. Berfokus pada peningkatan kualitas proses secara terus menerus untuk 
memperoleh hasil yang maksimal. 
c. Membangun lingkungan kerja yang memungkinkan anggota perusahaan 
mentranformasikan otensi mereka menjadi kinerja Perusahaan yang 
dihargai tinggi. 
2.   Misi 
a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 
pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. 
b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 
kehidupan masyarakat. 
c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 
d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
g. Struktur Organisasi 
Struktur organisasi yang ditetapkan di APJ Surakarta adalah organisasi garis 
dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya Manajer dibantu oleh Asisten Manajer sesuai 
dengan keahliannya. Sedangkan untuk kegiatan operasionalnya, Asisten Manajer 
memberi perintah kepada tiap-tiap bagian secara langsung, namun demikian Manajer 
merupakan penanggungjawab tertinggi di perusahaan.  
Adapun Struktur Organisasi yang dimiliki APJ Surakarta terdiri dari: 
1. Manajer APJ 
2. Fungsional Ahli, yang terdiri dari: 
a. Ahli Penekanan Losses 
b. Ahli Kinerja dan Korporat 
c. Ahli Hukum, Humas, dan PKBL (Kumass) 
3. Bagian Pemasaran 
Bagian ini dipimpin oleh seorang Asisten Manajer yang membawahi satu 
Atmu dan tiga seksi, yaitu: 
a. Atmu Riset Pasar 
b. Seksi Penjualan 
c. Seksi Peningkatan Pelayanan  
d. Seksi Peneraan dan Perakitan  
4. Bagian Niaga 
Bagian ini dipimpin oleh seorang Asisten Manajer yang membawahi empat 
seksi, yaitu: 
a. Seksi Tata Usaha Langganan 
b. Seksi Pengolahan Data 
c. Seksi Pembacaan Meter 
d. Seksi Penagihan 
5. Bagian Distribusi 
Bagian ini dipimpin oleh seorang Asisten Manajer yang membawahi empat 
Atmu dan dua seksi, yaitu 
a. Atmu Mutu dan Keandalan 
b. Atmu Proteksi dan Pengukuran 
c. Atmu Perencanaan Pengembangan Jaringan Distribusi 
d. Atmu Regu PDKB (Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan) 
e. Seksi Operasi Distribusi 
f. Seksi Pemeliharaan dan Konstruksi Distribusi 
6. Bagian Keuangan 
Bagian ini dipimpin oleh seorang Asisten Manajer yang membawahi empat 
seksi, yaitu: 
a. Seksi Pengendalian Anggaran dan Keuangan 
b. Seksi Pengawasan Pendapatan 
c. Seksi Akuntansi 
d. Seksi Perbekalan 
7. Bagian SDM dan Administrasi 
Bagian ini dipimpin oleh seorang Asisten Manajer yang membawahi dua seksi 
dan satu regu satpam, yaitu: 
a. Seksi SDM 
b. Seksi Sekretariat dan Umum 
c. Regu Satpam 
8. Memiliki 12 kantor unit yang tersebar di se-eksKarisidenan Surakarta, yaitu 
a. Kantor PLN (Persero) UPJ Surakarta Kota 
b. Kantor PLN (Persero) UPJ Manahan 
c. Kantor PLN (Persero) UPJ Grogol 
d. Kantor PLN (Persero) UPJ Sukoharjo 
e. Kantor PLN (Persero) UPJ Wonogiri 
f. Kantor PLN (Persero) UPJ Palur 
g. Kantor PLN (Persero) UPJ Kartasura 
h. Kantor PLN (Persero) UPJ Karanganyar  
i. Kantor PLN (Persero) UPJ Sragen 
j. Kantor PLN (Persero) UPJ Jatisrono  




B. PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN 
a. Karakteristik PKBL 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan  kewajiban dari setiap 
BUMN. Dulunya program ini bernama Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) 
namun mulai tanggal 17 Juni 2003 diganti dengan nama Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL).  
1. Tujuan PKBL 
Tujuan utama dari PKL adalah untuk mengangkat potensi ekonomi yang 
selama ini tidak dapat tersentuh layanan permodalan bank, yang dengan syarat 
peminjaman yang ketat memberi kesulitan pada pengusaha kecil untuk memperoleh 
pinjaman tersebut. PLN melalui PKBL memberikan  Bantuan Pinjaman Modal & 
Investasi kepada mitra binaan dan mitra binaan menerima bantuan pinjaman modal 
kerja & investasi tersebut dari PLN, dalam rangka pelaksanaan  Bantuan Pembinaan 
Pengusaha Industri / Pedagang Kecil  dan  Koperasi,  agar Bantuan Pinjaman tersebut 
dapat  digunakan  dan  dimanfaatkan  oleh   mitra binaan   untuk  meningkatkan dan  
mengembangkan usahanya. 
2. Jenis Pelayanan PKBL 
a. Pinjaman Modal  Kerja  
Memberikan bantuan Modal Kerja dan Investasi kepada Usaha Kecil dan 
Koperasi guna mengembangkan usaha agarkegiatan usaha dimaksud dapat 
berkembang, tangguh dan mandiri dengan prioritas pemberian pinjaman 
berorientasi kepada usaha kecil maupun Koperasi yang dipandang dapat 
dikembangkan usahanya. Pinjaman modal ini berbeda dengan pinjaman modal 
perbankan meskipun dituntut untuk mengembalikan pinjaman pokok plus bunga, 
bunga yang dibebankan sangatlah rendah. Untuk pinjaman dibawah 
Rp.10.000.000,00 bunga yang disyaratkan sebesar 6% pertahun dan untuk 
pinjaman diatas Rp.10.000.000,00 dengan bunga 8% pertahunnya. Dimana 
pengembalian dana ini akan digulirkan untuk membantu pengusaha kecil lainnya. 
b. Pelatihan  Peningkatan  Manajerial 
Bekerjasama dengan Instansi terkait dan Lembaga yang mempunyai 
kegiatan usaha Bidang Pelatihan guna melatih Mitra Binaan atau Calon Mitra 
Binaan yang belum melaksanakan pengelolaan pembukuan bagi usahanya dengan 
harapan Mitra Binaan dimaksud agar mengetahui dan membuat pembukuan serta 
manfaat pembukuan dan kiat-kiat kemajuan perusahaan.  
c. Pemasaran  dan  Promosi 
Melatih usaha Industri Kecil yang telah atau yang akan melaksanakan 




3. Sumber Dana 
a. Sumber dana dari PKBL adalah penyisihan laba Perusahaan setelah pajak 
sebesar 1%(persen) sampai dengan 3%(persen). 
b. Sumber dana dari PKBL adalah penyisihan laba Perusahaan setelah pajak 
sebesar 1%(persen). Dapat berubah ketetapan menteri BUMN dan RUPS. 
4. Bentuk Kegiatan 
Kegiatan rutin yang dilaksanakan Tim PKBL setiap tahun adalah 
penandatanganan Surat Perjanjian dan Penyerahan Pinjaman modal PKBL. Biasanya 
acara ini diselenggarakan secara formal, dengan mengundang beberapa wartawan dari 
media massa lokal. 
Acara Penandatanganan Surat Perjanjian dan Penyerahan Pinjaman modal 
PKBL tahun 2007 dilaksanakan pada hari Rabu ,5 Agustus 2007 bertempat di Aula 
lantai VI PT. PLN APJ Suarakarta. Dihadiri oleh TIM PKBL, 12 Mitra Binaan, 
beberapa Asmen, 11 Manager UPJ dan beberapa wartawan media massa. 
b. Mitra Binaan 
1. Jumlah Mitra Binaan 
Mitra binaan merupakan usaha kecil yang telah mendapatkan bantuan 
pinjaman dari Program Kemitraan. Jumlah mitra binaan dari tahun 1992/1993 sampai 
dengan tahun 2007 jumlah mitra binaan PT. PLN APJ Surakarta sebanyak 531 mitra 
binaan dengan perincian sebagai berikut : 
Tabel 2.4 
Komposisi Mitra Binaan Menurut Tahun Penerimaan 












7. Ex.Pikitring 1992 S/D 1997 
8. 1998 
9. 1999 






















   Sumber :Laporan Triwulan PKBL tahuni  2007 
2. Kewajiban Mitra Binaan 
Setiap mitra binaan yang telah menerima dana pinjaman modal PKBL 
mempunyai kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan kepada PT. PLN APJ 
Surakarta. Adapun kewajibannya adalah sebagai berikut : 
1) Melaksanakan kegiatan usaha sesuai rencana yang telah disetujui. 
2) Mengelola Bantuan Pinjaman Modal Kerja dengan baik sesuai dengan rencana 
yang telah diajukan sebelumnya. 
3) Menyelenggarakan pencatatan / pembukuan usaha dengan baik dan tertib. 
4) Membayar kembali pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
5) Menyampaikan  Laporan Perkembangan Hasil Usaha  : 
ü Agar  PT. PLN dapat mengikuti perkembangan dan manfaat yang telah 
dihasilkan oleh  Mitra Binaan  atas Bantuan Pinjaman Modal Kerja yang 
diterimanya,  maka Mitra Binaan  diminta untuk menyampaikan atau 
mengirimkan  Laporan Perkembangan Hasil Usaha kepada  PT. PLN  setiap  3 
(tiga)  bulan setelah menerima Bantuan Pinjaman Modal Kerja. 
 
c. Struktur Organisasi 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan masuk kedalam fungsional ahli struktur 
organisasi PT. PLN (Persero) APJ Surakarta, yaitu di bagian AM Hukum, Humas, 
Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dengan struktur kepengurusan sebagai berikut : 
I. Penanggung Jawab: Manajer APJ 
II. Ketua  : Asman SDM & ADM 
III. Sekertaris  : AM. Kumas & Kemitraan.  
IV. Anggota  :  - Semua Manajer UPJ se Surakarta. 
- Juru Utama Kumas dan Bina Lingkungan. 
- Sub. Pengendalian Anggaran & Keuangan. 
- Sub. Pengawasan Pendapatan. 
- Sub. Penagihan. 
- Sub. Sekretariat  dan Umum. 
 
d. Tugas TIM PKBL 
Tugas utama dari Tim PKBL dan Khumas PT. PLN (Persero) APJ Surakarta adalah 
sebagai berikut : 
1. Wajib melakukan vertivikasi dan menyeleksi secara langsung kelengkapan persyaratan 
permohonan bantuan yang diajukan oleh Calon Mitra Binaan Usaha Kecil  
2. Wajib melakukan servei ditempat atau lokasi Calon Mitra Binaan Usaha Kecil. 
3. Melaporkan kepada Manajer PT. PLN (Persero) APJ Surakarta, dari hasil butir 1 dan 2, 
sebagai nominasi penerima Bantuan Pinjaman Usaha Kecil.  
e. Syarat-syarat Permohonan Pinjaman 
Calon mitra binaan yang ingin mendapatkan pinjaman modal harus memenuhi 
syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT. PLN. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai 
berikut : 
1. Mengajukan surat permohonan bantuan pinjaman Program Kemitraan usaha kecil. 
2. Membuat proposal permahonan bantuan pinjaman Program Kemitraan usaha kecil. 
3. Lama usaha sudah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun. 
4. Belum pernah menerima bantuan dari instansi/BUMN lain. 
5. Mempunyai Surat Ijin Usaha (SIUP) atau Tanada daftar Perusahaan (TDP)yang 
masih berlaku. 
6. Sudah melaksanakan Pembukuan/Pencatatan perkembangan usaha. 
7. Surat keterangan dari Kantor Kelurahan setampat, yang menyatakan sebagai warga 
yang baik. 
8. Menyerahkan pas photo berukuran post card. 
9. Membuat gambar/denah menuju ketempat lokasi usaha yang jelas, agar 
memudahakan waktu dilakukan survei. 
10. Hasil produksi berpotensi untuk dieksport. 
11. Surat rekomendasi dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Industri kecil dan 
menengah wilayah setempat. 
12. Menyerahkan Jaminan berupa Buku Pemilikan Sepeda Motor (BPKB) atau 
Sertifikat Kepemilikan Tanah Asli, atas nama calon mitra binaan yang 
bersangkutan dan disyahkan oleh notaris. 
13. Semua mitra binaan diwajibkan ikut Ansuransi Jiwa kredit (yang mengurus PLN) 
14. Syarat lain yang dilampirkan :  
- Photo copy KTP. Suami?Isteri/KK/PBB terakhir. 
- Photo copy  rekening listrik pembayaran terakhir, atas nama yang 
bersangkutan. 
- Photo copy kwitansi lunas ansuran pinjaman terakhir (bagi yang sudah pernah 
memperoleh bantuan pinjaman dari PLN Surakarta). 
- Photo copy akte pendirian PT/CV/UD. Koperasi. 
f. Sanksi  
Untuk menanggulangi atau mencegah penunggakan pengembalian pinjaman modal 
PKBL, maka PT. PLN menetapkan sanksi-sanksi yang wajib dipatuhi setiap mitra binaan. 
Adapun sanksi-sanksinya adala sebagai berikut : 
1. Apabila Bantuan Pinjaman Modal Kerja tersebut, dikembalikan seluruhnya  sebelum  
jatuh tempo berakhir atau masih dalam masa tenggang waktu (grace period),  maka mitra 
binaan dikenakan Imbalan penuh 1 (satu)  tahun    atau 8% dari besarnya saldo Pinjaman 
Pokok. 
2. Apabila mitra binaan  lalai atau mengalami keterlambatan pengembalian pinjaman sampai 
30 (tiga puluh) hari kalender  atau  1  (satu) bulan,  maka setelah itu akan dikenakan 
Denda  1 %  (satu per seratus)  per bulan   dari  sisa  pinjaman. 
3. Denda tersebut harus dibayar / dilunasi sekaligus dan tunai bersamaan dengan angsuran  
dan  imbalan  bunga yang  tertunggak. 
4. Apabila pembayaran angsuran pinjaman ini nunggak 1 (satu) bulan, maka akan dikenakan 
sangsi Pemutusan Sementara Penyaluran  Tenaga Listrik di tempat Usaha / Rumah tinggal 
mitra binaan, sama yang berlaku seperti  peraturan sebagai pelanggan Listrik, sampai 
dengan tunggakan Angsuran lunas, termasuk imbalan bunga dan Denda, hingga Angsuran 
menjadi normal kembali 
5. Apabila mitra binaan terjadi lagi Keterlambatan sampai 60 hari terhitung sejak hari 
pertama pelaksanaan pemutusan sementara, maka PT. PLN akan melakukan Bongkar  
Rampung penyaluran tenaga listrik di tempat Usaha / Rumah tinggal mitra binaan sama 
yang berlaku seperti  peraturan sebagai pelanggan Listrik, sampai dengan tunggakan 
Angsuran lunas, termasuk imbalan bunga dan Denda, hingga Angsuran menjadi normal 
kembali, baru akan disambung lagi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
6. PT. PLN, mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik milik PLN ditempat 
Usaha/Rumah tinggal mitra binaan dan  penyambungan kembali setelah Pemutusan  
Rampung,  diperlakukan sebagai permintaan Penyambungan Baru dan mitra binaan tetap 
berkewajiban melunasi tunggakan Angsuran pinjaman ini (Pokok & Imbalan bunga serta 
Denda). Sumber : Surat Perjanjian PKBL tahun 2007 
 
BAB  III 
HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
B. Peranan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat. 
Peranan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan kewajiban bagi 
pemerintah, BUMN maupun swasta. Peranan sebuah perusahaan BUMN merupakan sebuah 
tanggungjawab yang tertuang dalam konsep CSR (Cooperate Social Responsibility). PT. PLN 
APJ Surakarta sebagai salah satu BUMN membantu memberdayakan ekonomi masyarakat 
melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Kementrian BUMN mengatur 
pelaksanaan PKBL supaya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan social 
masyarakat setitar BUMN melalui :  
a. Petunjuk Pelaksanaan & Petunjuk Tehnis PKBL 
Ø Pembentukan Tim Khusus 
1. Agar tujuan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dapat dicapai, 
dibentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan PKBL dan merupakan bagian 
yang tidak repisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. 
2. Unit PKBL sekurang-kurangnya melakukan fungsi pembinaan (evaluasi, 
penyaluran, penagihan, monitoring, promosi, dan lainnya) fungsi administrasi dan 
keuangan. 
3. Unit PKBL dikantor pusat dibentuk dengan memperhatikan jumlah dana yang 
dikelola, luas wilayah dan jumlah mitra binaan serta mempertimbangkan kondisi 
perusahaan , sedangkan untuk kantor cabang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. 
4. Unit PKBL bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi yang 
ditetapkan dalam rapat Direksi. 
5. Karyawan yang ditunjuk untuk menangani unit PKBL memiliki hak dan kewajiban 
yang sama dengan karyawan lain di BUMN Pembina yang bersangkutan. 
Pembentukan Tim Khusus yang menangani PKBL PT. PLN (Persero) APJ Surakarta.  
Sebagai Ketua Tim PKBL adalah Asisten Manager bagian SDM dan ADM yaitu Bapak 
Mardani, ST  dan selanjutnya sebagai sekertaris Bapak Sarka Edy, Amd yang masuk pada bagian 
Ahli Kumas dan PKBL. Kegiatan pembinaan seperti penyaluran dana, monitoring, evaluasi serta 
pengerjaan administrasi dan keuangan sepenuhnya dikerjakan oleh Bapak Sarka Edy, yang 
terkadang dibantu oleh Bapak Suparman, SH sebagai Ahli Hukum dan Bapak Koesno, SE 
sebagai ahli Humas dan beberapa karyawan dari bagian lain yang ikut membantu bila sedang 
tidak ada pekerjaan. Keberadaan Tim Khusus ini tidak sepenuhnya nyata. Ketua hanya sebagai 
ketua dan sekertaris yang benar-benar mengerjakan program PKBL. Keadaan seperti ini 
disebabkan karena keterbatasan karyawan yang menangani PKBL. PKBL dianggap hanya 
sebagian kecil dari Program sosial PT. PLN APJ Surakarta yang mendapat perhatian dari 
karyawannya. Keterbatasan pengelola PKBL membuat program ini berjalan tidak begitu lancar.   
Ø Program Kemitraan 
· Bentuk Program Kemitraan 
1. Pinjaman untuk modal kerja atau pembelian barang-barang modal (aktiva tetap 
produksi) seperti mesin dan alat produksi dan lainnya yang dapat 
meningkatkan produksi dan penjualan produk mitra binaan. 
2. Pinjaman khusus, yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN 
Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum 1 tahun serta 
dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi mitra binaan. 
· Hibah, dalam bentuk : 
1. Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk mitra binaan dalam 
rangka :  
ü Meningkatkan ketrampilan manajerial dan tehnik produksi / pengolahan. 
ü Meningkatkan pengembalian mutu produksi. 
ü Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi. 
ü Meningkatkan rancangan bangun dan perekayasaan. 
2. Bantuan Pemasaran produk mitra binaan, dalam bentuk :  
ü Membantu penjualan produk mitra binaan. 
ü Membantu mempromosikan produk mitra binaan melalui kegiatan 
pameran maupun penyediaan ruang pamera (showroom). 
3. Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk mitra binaan dapat 
dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina atau menyediakan tenaga penyuluh 
yang berasal dari lembaga pemdidikan / pelatihan swasta professional maupun 
perguruan tinggi. 
4. Jangka waktu dan masa pembinaan untuk mitra binaan dapat dilakukan terus 
menerus sampai mitra binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri dan bankable. 
Inti dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebenarnya adalah memberikan 
pinjaman modal kepada mitra binaannya yang memenuhi syarat dalam proses survei. Pinjaman 
modal ini diberikan dengan masa angsuran selama 2 tahun. Selain pemberian pinjaman modal 
PLN juga memberikkan fasilitas lain yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan manajerial 
ataupun magang dan bantuan dalam proses pemasaran melalui pameran produk mitra binaan. 
Namun untuk pelatihan manajerial dan pemasaran sendiri tidak berjalan secara terencana. Untuk 
pelatihan manajerial tidak pasti setiap tahun diselenggarakan dan pelatihan ini hanya diberikan 
kepada mitra binaan yang dirasa memilki potensi untuk berkembang. Sedang untuk bantuan 
pemasaran dilaksanakan hanya beberapa kali saja tidak ada hitungan yang pasti. Keadaan seperti 
ini terjadi karena keterbatasan dana dari program ini sendiri, yang disebabkan perputaran dana 
dari PKBL belum sepenuhnya lancer. Karena ada tunggakan-tunggakan dalam pengembalian 
modal. Dimana penyaluran pinjaman modal yang hanya dengan peninjauan selama 2 sampai 3 
kali  yang dilakukan oleh Tim PKBL setelah acara penyaluran dana dan pelatihan  manajerial 
serta bantuan dalam proses pemasaran yang tidak terjadwal ini mengakibatkan terjadinya 
penunggakan pengembalian pinjaman modal yang banyak dilakukan oleh mitra binaan. 
· Beban Operasional 
1. Untuk mendukung pelaksanaan Program Kemitraan, disediakan dana 
operasional yang bersumber dari hasil pengembangan dana kemitraan (bukan 
dari pokok dan penyisihan dana BUMN). Dana operasional tersebut digunakan 
untuk :  
ü Kegiatan pembinaan 
- Beban perjalanan dinas petugas / pengelola dalam rangka survei 
lokasi usaha calon mitra binaan monitoring / evaluasi perkembangan 
usaha mitra binaan dan kegiatan penagihan pinjaman. 
- Beban upah tenaga harian / honorer yang membantu pelaksanaan 
program kemitraan. 
ü Beban kegiatan karyawan Unit PKBL, yaitu beban yang berkaitan 
dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan karyawan dalam 
melaksanakan fungsi  administratif dan keuangan. 
ü Beban administrasi meliputi beban administrasi bank, beban surat 
menyurat dan sejenisnya. 
ü Pengadaan invertaris, yaitu pembelian perangkat computer beserta 
program aplikasi dan invertaris kantor lainnya. 
ü Pengadaan kendaraan bermotor untuk menunjang kegiatan operasional, 
yang pengadaannya disesuaikan dengan kondisi dana opertasional yang 
tersedia. 
2. Realisasi pengadaan inventaris dan kendaraan bermotor dicatat dan dibukukan 
sebagai aktiva tetap dalam Neraca program kemitraan. 
3. Rencana penggunaan dana operasional dijabarkan secara terperinci dalam 
RKA PKBL. 
4. Usulan penghapusbukuan aktiva tetap diusulkan dalam RKA-PKBL. 
Biaya operasional PKBL PT. PLN APJ Surakarta berasal dari hasil pinjaman PKBL 
yang telah bergulir. Dana ini digunakan untuk membiayai beban administrasi maupun keuangan. 
Berupa kegiatan surat menyurat, biaya perjalanan ketika Tim PKBL melakukan perjalanan dinas 
yaitu survey lapangan, monitoring maupun proses penagihan. Namun untuk upah tenaga honorer 
atau tenaga harian tidak digunakan. Karena pada prosesnya pengerjaannya dalam pembuatan 
laporan atau cetak kwitansi sekertaris PKBL dibantu oleh mahasiswa yang melakukan Praktek 
Kerja Lapangan atau magang dari berbagai universitas yang berganti setiap bulannya. 
· Penanganan Pinjaman Bermasalah 
1. Pelaksanaan pemindahan pencatatan pinjaman macet yang telah melalui proses 
pemulihan kedalam pos pinjaman bermasalah dilakukan 1 tahun setelah 
pinjaman dikategorikan macet. 
2. Pinjaman bermasalah yang akan dihapusbukukan terlebih dahulu diusulkan 
kepada Menteri / RUPS melalui mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran 
PKBL. 
· Prioritas Program Kemitraan 
1. Program kemitraan ditujukan terutama bagi usaha kecil yang belum memiliki 
kemampuan akses perbankan. 
2. Program kemitraan dapat dilakukan kepada usaha kecil yang tidak memiliki 
kaitan usaha maupun yang memiliki kaitan usaha dengan BUMN Pembina, 
namun diupayakan kearah terwujudnya keterkaitan usaha. 
Program kemitraan dan bina lingkungan ditujukan kepada usaha kecil yang belum 
memiliki akses perbankan. Pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya tetapi 
terbentur dengan masalah permodalan. Dengan jenis usaha yang beranekaragam mulai dari 
industri batik, konveksi, mebel hingga pedagang klontong. PLN tidak membedakan jenis industri 
calon mitra binaan. Namun tidak semua mitra binaan PLN hanya mendapat pinjaman dari PKBL 
saja. Karena sebagian mitra binaan ada yang telah memperoleh pinjaman dari Bank atau setelah 
memperoleh pinjaman PKBl juga mengambil pinjaman dari Bank. Dimana usaha peminjaman 
ini dilakukan dengan niat untuk mengembangkan usahanya. 
Fasilitas yang telah diberikan PLN dalam mengembangkan industri kecil di Surakarta 
tidak sepenuhnya berjalan lancar. Karena masih adanya pinjaman melalui PKBL bermasalah 
yang hingga saat ini belum terselesaikan. Mitra binaan yang melakukan penunggakan biasanya 
diingatkan terlebih dahulu melalui telpon atau petugas mendatangi langsung ke tempat usaha 
mitra binaan. Untuk melakukan penagihan sekaligus mengetahui penyebab seorang mitra binaan 
melakukan penuggakan pinjaman modal. 
· Tingkat  Bunga  Pinjaman 
1. Tingkat bunga yang dikenakan kepada mitra binaan bersifat regresif 
proposional, yaitu semakin besar jumlah pinjaman semakin besar pula  tingkat 
bunga yang dikenakan dengan batasan sebagai berikut :  
Jumlah  Pinjaman  yang  Diberikan Tingkat Bunga 
s/d  Rp. 10.000.000 6  % 
> Rp. 10.000.000  s/d  Rp. 30.000.000 8  % 
> Rp. 30.000.000  s/d  Rp. 50.000.000 10  % 
Diatas  Rp. 50.000.000 12  % 
 
2. Penetapan bunga pinjaman dihitung dengan system bunga efektif, atau dapat 
juga dihitung dengan sistem flat atau sistem bagi hasil sepanjang nilainya 
setara dengan bunga efektif. 
Besarnya pinjaman PKBL ditingkat aPJ maksimal sebesar Rp. 30.000.000 dengan 
bunga sebesar 6 % sampai 8 % pertahunya. Pinjaman dengan bunga ringan ini dirasa tidak 
terlalu membebani mitra binaan dalam pembayaran angsurannya ketika usahanya berjalan sesuai 
rencana. Bunga yang ditetapkan dalam PKBL memang relatif kecil dibandingkan dengan tingkat 
suku bunga dari pinjaman di bank-bank. 
Selain petunjuk pelaksanaan yang telah diuraikan diatas terdapat pula petunjuk tehnis 
yang digunakan sebagai pembekalan penugasan anggota TIM PKBL PT. PLN (Persero) APJ 
Surakarta. Adapun isi petunjuk tehnis  pelaksanaan PKBL adalah sebagai berikut :   
1. PLN APJ diwajibkan membentuk Tim PKBL, yang diketuai oleh Manager APJ dengan 
anggota staf yang terkait. 
2. Susunan Anggota Tim PKBL PT. PLN APJ Surakarta  
V. Penanggung Jawab: Manajer APJ 
VI. Ketua  : Asman SDM & ADM 
VII. Sekertaris  : AM. Kumas & Kemitraan.  
VIII. Anggota  :  - Semua Manajer UPJ se Surakarta. 
- Juru Utama Kumas dan Bina Lingkungan. 
- Sub. Pengendalian Anggaran & Keuangan. 
- Sub. Pengawasan Pendapatan. 
- Sub. Penagihan. 
- Sub. Sekretariat  dan Umum. 
3. Tugas dari Tim PKBL :  
a. Wajib melakukan Vertifikasi dan Penyeleksian secara langsung kelengkapan 
persyaratan pemohonan bantuan yang diajukan oleh calon mitra binaan usaha kecil. 
b. Wajib melakukan survei ditempat / lokasi usaha calon mitra binaan. 
c. Melaporkan kepada Manager PT. PLN (Persero) APJ Surakarta  hasil dari penyeleksian 
dan survei sebagai nominasi bantuan pinjaman usaha kecil.   
4. Pengertian Bina Lingkungan adalah kegiatan pengembangan / pembangunan masyarakat 
yang dilakukan secara sistematis, terecana dan terarah untuk memperbesar akses masyarakat 
guna mencapai kondisi sosial, ekonomi dan kualitas kehidupan yang lebih baik. 
5. Pengertian Usaha Kecil adalah : Bentuk usaha perseorangan atau koperasi yang memiliki 
kekayaan bersih maksimumRp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Serta 
memiliki hasil penjualan setahun maksimum Rp. 1.000.000.000. 
6. Mitra Binaan adalah usaha kecil yang telah mendapatkan bantuan pinjaman PKBL. 
7. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang telah dikucurkan kepada mitra 
binaan yang pada kenyataannya harus diklasifikasikan menjadi:  
a. Lancar : angsuran dibayar tepat waktu, tidak melewati batas tanggal jatuh tempo yang 
diatur dalam surat perjanjian. 
b. Kurang lancar  : angsuran dibayar telah terjadi keterlambatan mulai 1 hari sampai 
dengan 180 hari dari pembayaran angsuran terakhir. 
c. Diragukan  :  angsuran dibayar telah terjadi keterlambatan mulai 181 hari sampai 
dengan 360 hari dari pembayaran angsuran terakhir. 
d. Macet  : angsuran dibayar telah terjadi keterlambatan melampaui 361 hari dari 
pembayaran angsuran terakhir. 
8. Sumber Dana PKBL adalah penyisihan laba perusahaan setelah pajak swebesar 1 %  sampai 
dengan 3 % namun dapat berubah dengan ketetapan Menteri BUMN dan RUPS. 
9. Tata Cara Penyaluran Dana :  
a. Tim PKBL berkewajiban melakukan evaluasi dan seleksi secara langsung atas 
permohonan / proposal yang diajukan oleh calon mitra binaan. 
b. Calon mitra binaan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan serta layak menjadi 
nominasi mitra binaan dapat diputuskan oleh Tim Setempat dan diusulkan ke PLN 
Distribusi. 
c. Pemberian pinjaman kepada Calon Mitra Binaan diuangkan dalam Surat / Kontrak 
perjanjian PKBL. 
d. Pada saat penyerahan pinjaman modal PKBL baik berupa uang tunai atau berupa 
material harus dibuat Berita Acara penyerahan pinjaman modal.  
10. Imbalan Bungan Pinjaman ditetapkan :  
a. Pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000 imbalan bunga sebesar 6 % per tahun. 
b. Pinjaman sampai dengan Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 30.000.000 imbalan bunga 
sebesar 8 % per tahun. 
11. Sumber dana beban operasional PKBL sebesar 70 % bertsumber dari hasil bunga pinjaman, 
bunga jasa giro dalam tahun berjalan. 
Tim PKBL PLN APJ Surakarta, terdiri atas Manajer APJ yaitu Ir. Wahjono bertindak 
sebagai penanggung jawab. Asman SDM & ADM Mardani, ST sebagai ketua dan Am. Kumas 
dan Kemitraan  Sarka Edy sebagai Sekertaris. Pokok dari kegiatan PKBL semua dikerjakan di 
bagian Hukum, Humas, Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sedangkan karyawan bagian lain 
hanya membantu bila pekerjaan intinya telah selesai. 
Tim PKBL wajib untuk melaksanakan vertivikasi, survey lapangan, monitoring dan 
penagihan. Namun pada prakteknya proses vertivikasi, survey dan monitoring hanya dilakukan 
oleh sekertaris PKBL dan terkadang dibantu oleh Suparman, SH bagian Hukum dasn Koesno, 
SE  bagian Humas. Sedangkan untuk penagihan sebagian besar dikerjakan oleh sekertaris dan 
dibantu oleh Soepardi bagian Niaga.   
Pinjaman yang dikategorikan lancar adalah mitra binaan yang terus melakukan 
angsuran setiap bulannya. Dan mitra binaan yang melakukan pembayaran angsuran secara lancar 
ini adalah mitra binaan yang memperoleh pinjaman modal pada tahun 2006 dan 2007 karena 
pada 2 tahun terakhir PLN telah menetapkan anggunan berupa sertifikat tanah yang dimilikinya. 
Serta telah diadakan ansuransi jiwa kredit yang wajib diikuti setiap mitra binaan. Acara 
penyerahan pinjaman modal dilaksanakan setiap tahunnya dengan diacarakan atau diadakan 
secara formal dengan mengundang berbagai media massa maupun elektronik yang telah bekerja 
sama dengan PLN APJ Surakarta. 
Petunjuk pelaksanaan Ansuransi Kredit Jiwa berupa, diterapkannya regulasi berupa 
penyerahan jaminan dan ansuransi jiwa kredit serta penghitunfgan bunga evektive, maka untuk 
keseragaman dan acuan yang tetap bagi unit-unit atas pelaksanaan regulasi. Adanya penerapan 
aturan penyerahan jaminan bagi mitra binaan yang mendapat pinjaman modal kerja dan 
investasi. Bertujuan bila terjadi tunggakan (kredit macet) maka akan dilakukan rescheduling 
(penjadwalan ulang) waktu pembayaran angsuran dan besarnya angsuran disesuaikan dengan 
kemampiuan mitra binaan. Selanjutnya bila ada mitra binaan yang meninggal dunia akan dibayar 
tunai sisa pinjamannya oleh pihak ansuransi, dimana selama ini ahli warisnya tidak mau 
bertanggung jawab untuk membayar sisa pinjaman yang ditingglkan. 
Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Wibisona yang berpendapat bahwa CSR 
merupakan tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan utuk berlaku etis, 
meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang menyangkut aspek 
social, ekonomi dan lingkungan (triple bottom line) dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan berkelanjutan. 
Komitmen tanggung jawab sosial di perusahaan harus memiliki pandangan bahwa CSR 
merupakan investasi masa depan bagi perusahaan. CSR bukan dilihat sebagai sentral biaya (cost 
centre), melainkan sentral laba (Profit Centre) di masa mendatang. Sehingga trjadi hubungan 
yang harmonis dan citra yang baik, dan timbal baliknya masyarakat akan ikut menjaga eksistensi 
perusahaan. 
Peranan perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat mengacu pada prinsip-
prinsip dasar CSR yaitu prioritas korporat sebagai tanggung jawab social yang merupakan 
prioritas tertinggi koporat, adanya manajemen terpadu untuk mengintegrasikan kebijakan 
program dan praktek, memberikan sumbangan untuk usaha bersama yang dapat meningkatkan 
kesadaran tentang tanggung jawab sosial, pencapaian dan pelaporan untuk mengevaluasi kinerja 
sosial dan melaksanakan audit sosial secara berkala. Hal ini tampak dalam proses pemberdayaan 
ekonomi masyarakat melalui pengembangan industri kecil. 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti yang diungkapkan oleh Agnes 
Sunartiningsih bahwa pola pemberdayaan harusnya bersifat  bottom up-intervention yang 
menghargai dan mengakui bahwa masyarakat lapisan bawah mampu melakukan usaha-asaha 
produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan 
suatu proses, dimana masyarakat yang miskin sumberdaya dan kelompok yang terabaikan 
didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri . Dalam proses ini 
lembaga berperan sebagai fasilitator. Dan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta  merupakan salah 
satu lembaga BUMN yang ikut berperean dalam pembersdayaan ekonomi masyarakat kecil 
melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dimilikinya. 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang merupakan kewajiban dari setiap Badan 
Umum Milik Negara  untuk membantu memberdayakan masyarakat dengan dana bergulir 
berupa laba perusahaan 1% dalam 1 tahun yang mulai diselenggarakan pada masa Orde Baru 
yaitu pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Seperti yang diungkapkan sekertaris PKBL 
Bapak Sarka Edy:  
 
“….sebetulnya kan semua BUMN diwajibkan untuk melaksanakan program ini  antara 
lain PLN, Telkom, bank-bank pemerintah, Pertamina, PJKA dan lain-lain semua punya 
program itu, karena asal mulanya dimasa Orde Baru semua BUMN diwajibkan untuk 
membina usaha kecil menengah agar supaya maju….” (hasil wawancara 18 Febuari 
2008 ) 
 
Demikian pula dengan tujuan utama dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan  PT. 
PLN APJ Surakarta. tujuan utamanya adalah untuk  mengangkat potensi ekonomi masyarakat 
kecil yang selama ini tidak dapat  tersentuh layanan permodalan bank, dengan syarat 
peminjaman yang ketat memberi kesulitan pada pengusaha kecil untuk memperoleh pinjaman 
tersebut. Karena tanpa pendanaan yang memadai, kesempatan untuk mengembangkan usaha 
sangatlah sulit. Hal yang perlu diketahui hal utama yang mendukung terselenggaranya PKBL 
adalah Peranan CSR PT. PLN APJ Surakarta dan peran aktif dari setiap mitra binaan untuk terus 
berusaha mengembangkan usahanya. 
Seperti yang disampaikan Bapak Sarka Edy : 
 “.... peran PLN dalam pemberdayaan ekonomi itu sendiri dilakukan  dengan 
memberikan pinjaman modal dengan bunga yang lunak 6% per tahun dan kunjungan 
secara spontanitas kepada setiap mitra binaan. Kujungan ini bersifat untuk memantau 
perkembangan usaha setelah mendapart pinjaman modal,... dan adanya kunjungan ini 
mereka merasa diperhatikan sebagai mitra binaan PLN....” 
(Hasil wawancara, 18 Febuari 2008)   
 
  Pemberdayaan ekonomi bagi mitra binaan pada khususnya dan bagi masyarakat sekitar 
pada umumnya merupakan tujuan utama dari PKBL. Adanya pinjaman dengan suku bunga yang 
rendah (pinjaman lunak). Sehingga diharapkan mitra binaan bisa mengembangkan usaha yang 
dimilikinya tanpa memikirkan tingkat suku bunga yang tinggi seperti yang diberlakukan oleh 
bank-bank pemberi kredit. 
  Program ini diharapkan akan terus berlangsung di kemudian hari, ketika dirasakan 
semakin sulitnya memperoleh pinjaman modal bagi pengusaha kecil. Karena semakin sulitnya 
syarat untuk memperoleh pinjaman dari bank ataupun lembaga pengkreditan lainnya. Dan untuk 
terus memperbanyak mitra binaan maka pihak PLN terus menginformasikan tentang keberadaan 
PKBL melalui publikasi melalui media cetak maupun elektronik, menyebarkan informasi 
melalui UPJ yang kemudian disampaikan kepada pelanggan, serta menempel pengumuman 
tertulis disetiap UPJ. Seperti di ungkapkan oleh salah satu mitra binaan, pemilik usaha batik CV. 
Berkah Bapak Ahmad Sutrisno :  
 “… Kalau bunga di PLN hanyan 6 % sedang di bank mencapai 16 % bunga bank sangat 
membebani sedang kalau dari PKBL tidak membebani…” 
  (Hasil wawancara 13 Febuari 2008) 
 
  Kelangsungan usaha mitra binaan bergantung pada peranan PT. PLN dalam 
menjalankan PKBL. Program ini bisa terus berjalan  bila semua pihak menjalankan tugasnya 
sesuai dengan yang diperintahkan. Dan petugas survei sangat berpengaruh dalam penentuan 
kelayakan atau memenuhi syarat seorang mitra binaan bisa memperoleh pinjaman modal 
ataupun tidak. Hal yang diungkapkan oleh salah satu petugas survei lapangan Bapak Suparman, 
SH :  
 “…. Melakukan survei di tempat usaha calon mitra binaan sangat perlu dilakukan, 
karena bisa digunakan sebagai tolo ukur…. Apakah mereka ini dapat mengembangkan 
usahanya atau tidak…. Dan survei ini tidak dilakukan hanya sekali saja tapi kadang 
dilakukan beberapa kali. 
  (Hasil wawancara 10 Januari 2007) 
 
  Proses survei sebelum calon mitra binaan memperoleh pinjaman modal sangat penting 
dilakukan dengan ketelitian. Karena dari proses survei yang ketat  dapat meminimalkan mitra 
binaan akan melakukan penunggakan pengembalian pinjaman modal di kemudian hari dapat 
mengetahui industri calon mitra binaan tersebut dapat berkembang ataupun tidak. Interaksi sosial 
yang dilakukan mitra binaan dengan TIM PKBL pada saat survei yang berjalan cukup baik dapat 
mempercepat proses penmyaluran pinjaman modal itu sendiri. 
  Namun cukup disayangkan untuk petugas survei lapangan tidak tersetruktur dengan 
jelas, siapa saja yang menjadi anggotanya. Yang menjadi pokok petugas survei adalah bagian 
Hukum, Humas, Kemitraan dan Bina Lingkungan. Baru kemudian dari bagian lain yang tidak 
terlalu sibuk pekerjaannya, ikut melakukan survei lokasi mitra binaan.  
  Program ini mempuyai daya tarik tersendiri bagi para pengusaha kecil yang ingin 
mengembangkan usahanya. Ini terlihat dari jumlah  calon mitra binaan yang mengajukan 
proposal pada tahun 2007 sebanyak 25 orang, tetapi yang memenuhi syarat dalam proses survei 
sebanyak 12 mitra binaan dengan dana yang disalurkan sebanyak RP. 250.000.000,00. Dan 13 
mitra binaan lainnya yang tidak memenuhi syarat karena berbagai hal. Salah satunya masalah 
anggunan sertifikat yang harusnya dfigunakan sebagai jamainan, namun menjelang proses 
penyaluran dana  belum juga dikirimkan ke PLN. 
  Kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahunnya adalah penyaluran pinjaman modal 
PKBL dilakukan secara formal (di acarakan). Untuk waktu dan besarnya pinjaman modal 
ditentukan dalam sebuah rapat di PLN Distribusi Semarang. Seperti yang diungkapkan oleh 
sekertaris PKBL : 
“…penyaluran itu berdasar Distribusi Semarang seperti tahun ini diperkirakan bulan 
Juni…karena keterbatasan dana…besarnya tergantung target yang ditentukan Distribusi 
Semarang, misalnya tahun ini agak menurun..tahun kemarin 250 tahun ini hanya 
196…pinjaman paling besar tingkat Apj 25 dan paling kecil 5..”   
 
  Ketentuan besar dan kecil jumlah pinjaman modal bagi setiap mitra binaan, tergantung 
hasil survei dan ditentukan oleh PLN Distribusi Semarang. Dengan nilai pinjaman paling besar 
Rp. 25.000.000,00 dan pinjaman paling kecil Rp. 5.000,000,00 untuk tingkat APJ, dan bunga 
paling besar 8% per tahun 
Perkembangan program PKBL dari tahun ke tahun cukup baik, mitra binaan merasa 
cukup terbantu dengan pelayanan PKBL. Bahkan beberapa mitra binaan ada yang mengucapkan 
rasa terima kasihnya, karena telah terbantu dalam mengembangkan usahanya. 
Demikian tadi peranan dari PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dalam upaya 
memberdayakan ekonomi masyarakat. PLN berusaha untuk terus penyalurkan pinjaman modal 
PKBL agar masyarakat khususnya mitra binaan dapat tertolong dalam mengembangkan 
usahanya. Peranan PLN dalam pemberdayaan ekonpmi masyarakat terlihat dari adanya 
dukungan penuh menteri BUMN dan pihak PLN yang berupa penetapan tingkat bunga yang 
cukup kecil per tahunnya, memperketat penyeleksian pada waktu survei lokasi mitra binaan dan 
adanya anggunan sertifikat tanah. Serta kewajiban mitra binaan untuk  berperan aktif dalam 
memajukan industrinya. Sehingga tujuan dari PKBL dapat tercapai yaitu memberdayakan 
ekonomi masyarakat, agar dapat mengangkat taraf hidp mitra binaan pada khususnya. 
PT. PLN telah mampu melaksanakan CSR yaitu tanggung jawab sosial sebuah 
perusahaan, dengan ikut memberdayakan ekonomi mitra binaannya. Dimana yang menjadi 
landasan proses penyaluran dana adalah adanya interaksi social antara TIM PKBL dengan mitra 
binaan. Serta mitra binaan mitra binaan tidak dapat berlaku semaunya sendiri karena ada 
kesepakatan dan sanksi sebagai aturan dalam Surat Perjanjian PKBL. Dan apabila melanggar 
maka ada konsekwensi yang harus ditanggung. 
b. Pengembangan Industri Kecil melalui PKBL. 
PT. PLN melalui program PKBL memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu 
dengan mengembangkan industri kecil. Industri kecil ini biasanya berupa industri rumah 
tangga, dimana dikerjakan oleh sebagian anggota keluarga, bila kekurangan tenaga baru 
memperkerjakan orang luar, yang biasanya berasal dari daerah sekitar.  
PKBL mengembangkan industri kecil ini menggunakan jenis pelayanan yaitu 
berupa memberikan pinjaman modal kerja, memberikan pelatihan peningkatan manajerial 
dan membantu pemasaran dan promosi. Dan untuk lebih jelasnya 3 pelayanan 
pengembangan industri ini adalah sebagai berikut :  
1. Pinjaman  Modal  Kerja 
Pinjaman modal kerja merupakan cara utama yang digunakan untuk 
mengembangkan industri kecil. Pinjaman modal kerja ini diberikan kepada setiap 
mitra binaan yang memenuhi syarat. Dengan bunga pinjaman paling besar 8% per 
tahunnya. PT. PLN memberikan pinjaman modal kepada setiap mitra binaan, tanpa 
melihat latar belakang jenis usaha yang mereka miliki. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh Bapak Sarka Edy : 
“….banyak mitra binaan yang telah mendapat bantuan pinjaman modal…. 
mulai dari industri mebel, batik, konveksi, percetakan sampai toko klontong… 
kami tidak melihat apa itu jenis industrinya asalkan mereka ada niat untuk 
mengembangkan usahanya, dan memenuhi syarat PLN akan memberikan 
pinjaman modal”. (Hasil wawancara 20 Desember 2007) 
Keadaan ekonomi masyarakat kecil yang merasa kesulitan permodalana 
ketika ingin mengembangkan usahanya, yang disebabkan syarat peminjaman 
modal dari bank-bank yang sangat rumit serta tingkat suku bunga yang tinggi, 
membuat mereka tidak berkembang dalam menjalankan usahanya. Hal ini lah yang 
melatarbelakangi PLN sebagai salah satu BUMN untuk ikut membantu 
mengembangkan industri kecil. Dalam pemenuhan kebutuhan akan pinjaman 
modal Bapak Sarka Edy mengatakan :  
“Penyaluran pinjaman modal tahun ini sebesar 250jt dengan jumlah mitra 
binaan 12 orang…ada mitra binaan lama yang mendapat pinjaman 
lagi…namun sebagian mitra binaan baru yang baru tahun ini mendapat 
pinjaman modal..”   
(Hasil wawancara 20 Desember 2007) 
  
Untuk memenuhi kebutuhan mitra binaan dalam hal permodalan setiap 
tahunnya PLN akan terus mengadakan penyaluran pinjaman modal. Sedangkan 
untuk besar kecil jumlah pinjaman ditentukan dengan memperhatikan  nominal 
pengajuan pinjaman dalam proposal dan berdasarkan pada hasi survei yang 
dilakukan pihak PLN. Ketika ini di konfirmasikan kepada Bapak Suparman beliau 
mengatakan :  
“…Besarnya jumlah pinjaman tidak hanya didasarkan pada nominal yang ada 
di proposal mbak, setelah melakukan survey dan hasilnya dikirim ke Distribusi 
Semarang baru bias ditentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan”   
   (Hasil wawancara 22 Desember 2007) 
 
    
Survei ke lokasi mitra binaan sangat penting dilakukan, karena dari survei 
ini dapat diketahui besar pinjaman dan kelayakan mitra binaan untuk mendapat 
pinjaman modal. Banyak mitra binaan yang  bisa mengembangkan usahanya 
setelah mendapat bantuan pinjaman modal PKBL. Ditambah dengan bunga 
pinjaman yang relatif kecil. Banyak mitra binaan yang merasa terbantu. Salah 
satunya adalah Ibu Sumarni pemilik dari Konveksi Mustika.  
Ketika ditanyakan tentang perubahan usaha setelah mendapat pinjaman 
modal Ibu Sumarni mengatakan :  
“Iya mbak ada perubahan jadi lebih maju sehari saya dapat memproduksi 500 
kaos dan daster dari batik… y kira-kira berjalan sekitar 2 tahunan” 
(Hasil wawancara 15 Febuari 2008) 
 
Dengan pinjaman modal PKBL yang diberikan PT. PLN sejauh ini cukup 
membantu mitra binaan dalam mengembangkan industrinya. Karena pinjaman 
modal dengan bunga yang kecil tidak begitu membebani mitra binaan ketika akan 
membayar angsuran. Dan secara langsung maupun tidak langsung telah membantu 
mitra binaan dalam mengembangkan usahanya. 
 
 
2. Pelatihan  Peningkatan  Manajerial 
Pelayanan lain yang diadakan untuk menunjang pengembangan industri 
kecil adalah Pelatihan Manajerial. Kegiatan ini diadakan melelui kerjasama antara 
PLN dengan Instansi dan lembaga yang mempunyai kegiatan usaha bidang 
pelatihan. Salah satu Instansinya adalah LPM-IPKKI Surakarta. Pelatihan 
manajemen ini bertujuan untuk :  
1) Menanamkan penerapan administrasi pembukuan usaha secara benar. 
2) Menambah pengetahuan perpajakan dan kesadaran serta kedisiplinan dalam 
membayar pajak. 
3) Memberikan pengetahuan tentang seluk beluk eksport dan permasalahannya. 
4) Memberikan motivasi mitra binaan agar segera merintis kegiatan eksport 
secara mandiri dan menumbuhkan UKM yang unggul serta berpotensiekspotr 
yang mandiri dan professional. 
Hal ini juga ditegaskan oleh Bapak Sarka Edy :  
“ …Selain memberikan pinjaman modal, PKBL juga mengadakan pelatihan 
managerial...biasanya PLN mengadakan kerjasama dengan lembaga pelatihan, 
dengan ini diharapkan mitra binaan dapat menyusun laporan pembukuan dan 
keuangan. 
 
Selain itu Bapak Sarka Edy juga menambahkan : 
 
“..tetapi karena ada keterbatasan dana dari Distribusi Semarang pelatihan ini 
tidak setiap tahun ada dan tidak semua mitra binaan bisa  mengikutunya, 
soalnya hanya dipilih yang berpotensi untuk berkembang” (Hasil wawancara 
27 Desember 2007) 
 
Karena ada keterbatasan dana dalam penyelenggaraan, maka pelatihan 
manajerial diberikan hanya kepada beberapa mitra binaan yang dianggap dapat 
mengembangkan usahanya. Jadi tidak semua mitra binaan mendapat kesempatan 
untuk mengikuti pelatihan manajerial. Dan salah satu mitra binaan yang 
memperoleh pelatihan managerial adalah Ibu Sumarni. Ketika ditanya tentang 
bagaimana bentuk pelatihan manajerial beliau menjelaskan :  
 “..Sebelumya saya diundang ikut pelatihan selama 2 hari disana diberitahu 
bagaiamana menyusun pembukuan keuangan,.Oya mbak disana juga ada mitra 
binaan yang sudah berhasil disuruh bercerita tentang usahanya…dulu itu 
pengusaha mebel dari Wonogiri, tapi ya berbeda sama usaha saya mbak”  
(Hasil wawancara 15 Febuari 2008) 
  
Walaupun sudah mendapat pelatihan manajerial tingkat perkembangan 
industri mitra binaan tidak sama. Dan mitra binaan lain yang tidak mendapat 
pelatihan manajerial, mereka hanya mendapat pengarahan dari TIM PKBL dan 
kunjungan beberapa kali setelah mendapat pinjaman modal.  
Mitra binaan yang tidak mendapat pelatihan manajerial biasanya hanya 
dilakukan pemantauhan atau kunjungan oleh petugas PLN. Hal ini dimaksudkan 
untuk menantau bagaimana perkembangan mitra binaan setelah menerima 
pinjaman modal. Karena tidak semua mitra binaan yang memperoleh pinjaman 
modal juga mendapat pelatihan managerial, jadi keberhasilan seorang mitra binaan 
untuk mengembangkan industrinya sangat tergantung pada kemampuan dan 
usahanya sendiri untuk terus berkembang, sedangkan PLN melalui PKBL hanya 
sebagai salah satu fasilitator untuk membantu mengenbangkan industri dari mitra 
binaannya  
Dana hibah dalam petunjuk pelaksanaan PKBL tidak semua dapat 
dilaksanakan, karena terselenggaranya pelatihan manajerial ini bergantung pada 
keputusan direksi PKBL tingkat Distribusi Semarang yang dipengaruhi oleh tingkat 
perputaran hasil dari penyaluran modal pinjaman PKBL.  
 
3. Pemasaran dan Promosi 
Proses pemasaran dan promosi diadakan  untuk melatih usaha industri 
kecil yang telah atau yang akan melaksanakan ekspor, guna meningkatkan dan 
memberikan pengertian peluang pasar baik nasional maupun ekspor bagi mitra 
binaan. Selain itu PKBL membantu memasarkan hasil produk unggulan yang 
berpotensi dan menpunyai keunikan. Produk ini dapat dikembangkan melalui 
pameran dan promosi tingkat Lokal, Nasional maupun Internasional, yang 
dimaksudkan untuk menunjang ekspor non migas bagi Negara. 
 
Hal senada diungkapkan oleh Bapak Sarka Edy :  
“Terkadang kami juga mengadakan pameran produk dari mitra binaan yang 
mempunyai keunikan tersendiri, tetapi ya hanya beberapa mitra binaan saja”. 
(Hasil wawancara 22 Januari 2008) 
 
Dan salah seorang mitra binaan yang pernah diikutkan dalam sebuah 
pameran dengan hasil produksinya yaitu berupa batik Bapak Ahmad Sutrisno 
mengatakan :   
 
“Dulu saya pernah ikut pameran ke Swiss dan Dubai, namun ya hanya 
produknya saja yang dikirim, sedang untuk administrasinya semua ditanggung 
PLN, pameran nasional juga pernah ikut biasanya di JCC Senayan mbak.” 
(Hasil wawancara 13 Febuari 2008) 
 
Pameran produk pilihan mitra binaan PLN ini belum terjadwal dengan 
pasti, seperti halnya penyerahan pinjaman modal PKBL. Karena itu mitra binaan 
tidak bias mendapat kepastian apakah produk yang mereka produksi bisa  
mengikuti pameran ataupun tidak. 
Dari penuturan dan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, PT. PLN 
membantu mengembangkan industri kecil mitra binaannya yaitu dengan pelayanan 
yang paling utama adalah penyerahan pinjaman modal PKBL yang dilakukan 
setiap tahunnya. Kedua pelatihan manajerial yaitu membantu mitra binaan dalam 
pembuatan laporan pembukuan admistrasi maupun keuangan, namun hanya mitra 
binaan yang dianggap mampu mengebangkan usahanya yang diikutkan dalam 
pelatihan ini, selain karena adanya keterbatasan dana. Dan yang terakhir adalah 
pemasaran dan promosi, PKBL membantu pemasaran produk mitra binaan melalui 
pameran baik local, nasional maupun internasional. Namun hanya produk-produk 
yang unik dan produk unggulan yang berpotensi untuk di ekspor.      Dapat kita 
ketahui bahwa apa yang tertulis dalam petunjuk pelaksanaan PKBL tidak semua 
dilaksanakan pada proses PKBL yang selama ini dijalankan oleh PT. PLN 
(Persero) APJ Surakarta. Seperti yang terlihat pada proses pelatihan manajerial dan 
bantuan pemasaran melalui promosi yang tidak terjadwal waktu pelaksanaannya 
dan tidak jelas siapa saja mitra binaan yang berhak untuk mendapatkan kedua 
fasilitas tadi. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan dana PKBL untuk 
menyelenggarakan kedua fasilitas tadi. Karena proses perputaran dana PKBL 
belum tercapai sesuai rencana. 
Pelayanan PKBL yang tidak maksimal dalam pemberdayaan ekonomi 
masyarakat, khususnya pengembangan industri kecil. Telah menjadi salah satu 
faktor yang memyebabkan penunggakan pengembalian pinjaman modal PKBL. 
Karena pada dasarnya PKBL hanya memberikan pinjaman modal, sedang untuk 
tambahan berupa pelatihan manajerial dan bantuan pemasaran melalui pameran 
tidak pasti penyelenggaraanya. Sehingga proses pemberdayaan ekonomi 







C. Faktor-faktor Penyebab Penunggakan Pengembalian Pinjaman Modal PKBL. 
a. Faktor Penyebab Penunggakan Pengembalian Pinjaman Modal. 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. PLN APJ Surakarta telah berjalan 
dari tahun 1992 sampai dengan sekarang telah membinan sebanyak 531 mitra binaan. 
Selama jenjang waktu yang cukup lama ini, tidak semua prosesnya berjalan sesuai dengan 
rencana. Karena terdapat berbagai macam hambatan yang sesalu menyertainya. Salah satu 
hambatan yang dating hamper setiap tahunnya adalah penunggakan pengembalian pinjaman 
modal PKBL. 
Program PKBL PT. PLN APJ Surakarta tahun 1993 lalu pihaknya sudah menjaring 
519 mitra binaan dengan total dana yang telah disalurkan mencapai Rp. 4.180.466.000,00, 
Tetapi dari total dana tersebut 23,78 % atau senilai Rp. 935.000.000,00 juta hingga saat ini 
belum dikembalikan. Penunggakan pengembalian pinjaman modal ini disebabkan oleh 
petugas yang kurang teliti dalam melakukan survei melihat potensi UKM yang akan 
dijadikan mitra binaan dan adanya kebangkrutan yang menimpa mitra binaan yang 
disebabkan oleh kondisi alam misalnya adanya virus flu burung mapun kesalahan dari mitra 
binaan itu sendiri. Ir. Wahjono selaku Manajer PT. PLN APJ Surakarta menyatakan bahwa 
telah menghapus tunggakan sekitar 70 mitra binaan tersebut, sebaab telah dilihat usahanya 
memang sudah tidak potensial. Selain itu pinjaman tersebut tidak ada jaminannya.. Dia 
menduga mitra binaan yang menunggak tersebut dikarenakan petugas yang kurang teliti saat 
proses seleksi melihat potensi UKM yang akan dijadikan mitra binaan. Namun belakangan 
proses seleksi untuk program PKBL di PT. PLN APJ Surakarata sudah makin diperketat.  
Setelah mengadakan penelitian dengan melakukan wawancara dan melihat 
langsung keadaan industri dari beberapa mitra binaan yang melakukan penunggakan 
pengembalian pinjaman modal, dapat diketahui beberapa hal yang menyebabkan mitra 
binaan melakukan penunggakan. Adapun sebab-sebabnya adalah : 
1. Penerapan Petunjuk Pelaksanaan yang tidak sesuai. 
Ada beberapa hal dalam petunjuk pelaksanaan PKBL yang tidak semua 
dilaksanakan. Hal ini juga ikut melatarbelakangi penyebab dari penunggakan 
pengembalian pinjaman modal PKBL. Hal-hal yang ikut menyebabkan ini adalah :  
ü Adanya Pelatihan manajerial yang tidak terjadwal waktunya, bahkan belum tentu 
setiap tahun diselenggarakan. Membuat mitra binaan berjalan sendiri dalam 
menjalankan usahanya, sehingga ketika terjadi kesalahan dalam proses 
pengelolaan modal tidak ada yang membantu dan mengakibatkan terjadinya 
penunggakan pengembalian modal PKBL. 
ü Promosi dan pemasaran yang belum pasti keberadaannya, sehingga ketika ada 
mitra binaan yang kesulitan dalam memasarkan produknya, tidak mendapat 
solusi dan menyebabkan kebangkrutan dalam usahanya dan secara langsung 
mempengaruhi mitra binaan dalam penunggakan pengembalian pinjaman modal. 
Seperti yang dialami oleh Bapak Supono pengusaha gitar dari Desa Mancasan 
yang tiba-tiba kesulitan dalam memasarkan gitarnya. Dikarenakan menurunya 
tingkat penesanan dari pelangganya. 
ü Petugas survei yang kurang cekatan dalam melakukan survey lapangan sebelum 
proses penyaluran pinjaman modal. Karena tidak semua tim survei bekerja 
dengan giat untuk melakukan survei lokasi. Ini terjadi karena sifat individu dari 
salah satu tim survei yang tidak terlalu memperhatikan pekerjaan yang 
dikerjakannya. Proses survei yang tidak dikerjakan secara optimal memberikan 
penilaian yang salah dalam menilai kelayakan seorang mitra binaan layak atau 
tidak dalam memperoleh pinjaman modal PKBL. Kelayakan mitra binaan sangat 
mempengaruhi dalam proses pengembalian angsuran pinjaman PKBL. 
 
2. Menganggap Pinjaman Modal sebagai Bantuan. 
Pinjaman modal yang seharusnya dikembalikan secara berkala, namun 
karena ada anggapan dari salah seorang menganggap bahwa pinjaman modal hanya 
sebauh bantuan dari Instansi, maka mereka merasa tidak terlalu terbebani dengan 
tunggakan pengembalian pinjaman PKBL ini. Dan mereka akan mengembalikan 
sebisanya. Seperti yang diungkapkan oleh mitra binaan pengelola pembuatan pupuk 
Bapak Sukirno, Beliau mengatakan : 
“…Pinjaman yang saya peroleh hanya sebuah pinjaman layaknya dari sebuah 
instansi tak lebih dari sebuah bantuan untuk mengembangkan usaha saya…jadi 
kalau ada petugas yang menagih ya kalau ada uang saya bayar, tapi kalau tidak 
ada uang ya sudah mbak…” (Hasil wawancara 1 Febuari 2008) 
 
Dari peryataan bapak diatas dapat diketahui bahwa tidak ada tanggung 
jawab dari seorang mitra binaan untuk mengembalikan pinjaman modal. Sifat dari 
seseorang sangat berpengaruh pada kelangsungan pengembalian pinjaman modal ini. 
Setelah dikonfirmasi kembali kepada petugas penagihan PKBL Bapak Soepardi, 
beliau mengatakan :  
“…wah kalau yang di mojosongo pak sukir itu mbak lumayan sulit untuk di cari 
kadang-kadang saya sudah sampai rumahnya tapi orangnya malah tidak ada.. “    
(Hasil wawancara 24 Januari 2008) 
 
Penunggakan pengembalian pinjaman modal ini dapat terselesaikan bila ada 
keinginan dari mitra binaan setidaknya untuk mengansur sedikit demi sedikit. Karena 
hanya denganhubungan yang baik antara PLN dengan mitra binaan tidak dapat 
menjamin terselesainya masalah ini. Ditambah sekarang ini Yayasan Hayu Persada 
milik Bapak Sukirno telah dibubarkan dan beliau telah beralih profesi menjadi 
penyuluh lapangan bidang pengembangan pertanian di berbagai kota. 
3. Menggunakan Pinjaman Modal untuk Kepentiangan Pribadi. 
Awal mula tujauan dari PKBL adalah untuk memberdayakan masyarakat 
melalui pengembangan industri kecil. Tetapi setelah berjalannya proses penyaluran 
pinjaman modal ada mitra binaan yang mengguanakannya untuk kepentingan pribadi. 
Hal ini dilakukan oleh salah seorang mitra binaan yang berasal dari wilayah UPJ 
Grogol yaitu Ibu Sumarni. Beliau mengatakan ; 
“…pada awalnya setelah mendapat pinjaman modal uasaha saya sudah lumayan 
maju mbak… namun karena ada masalah keluarga yaitu sengketa perebutan 
tanah warisan yang dilakukan adik saya, jadi ya waktu dan uang saya terbuang 
untuk mengurusi pengadilan, membayar pengacara dan ditambah lagi masih 
harus membayar orang untuk menjaga saya selama menuju dan pulang dari 
pengadilan, karena saya merasa terancam…” 
 
 
Dengan ini dapat dilihat bahwa  ada penyalagunaan dalam penggunaan 
pinjaman modal PKBL untuk kepentingan pribadi ini mengakibatkan penurunan 
tingkat produksi yang secara langsung mempengaruhi mitra binaan dalam proses 
pengembalian angsuran pinjaman modal.  
Kasus dari ibu Sumarni ini salah satu hal yang menghambat perkembangan 
industri itu sendiri. Karena kepentingan pribadi yang menjadi penyebab utama 
penunggakan pinjaman. Dan kesalahan seperti ini hanya dapat diselesaikan oleh 
mitra binaan itu sendiri. Karena pangkal dari permasalahannya adalah pribadi dari 
mitra binaan itu sendiri.  
4. Kesulitan dalam Pemasaran dan Penyediaan Bahan Baku. 
Kesulitan dalam pemasaran hasil produksi dan ketidakadaan bahan baku 
untuk menjalankan proses produksi menjadi salah satu factor penyebab penunggakan. 
Kesulitan dalam memasarkan produk ini dialami oleh bapak Sunopo pengrajin gitar 
didaerah Mancasan. Beliau  mengatakan :  
“.. pada mulanya semua berjalan lancar mbak.. namun tiba-tiba pengiriman ke 
semarang dibatasi sedangkan produksi terus berjalan, pengeluaran juga 
semakin banyak sedangkan pemasukan hamper tidak ada”     
(Hasil wawancara 9 Febuari 2008) 
 
 
Pemasaran yang menjadi factor pengrajin gitar ini mengalami kebangkrutan 
dalam menjalankan usahanya, sekarang hanya memproduksi gitar-gitar kecil dan di 
kerjakan sendiri. 
Selain itu Bapak Sunaryo seorang pengusaha mebel  mengalami kesulitan 
dalam memperoleh bahan baku pembuat mebel. Dan beliau menjelaskan :  
 
“Saya kesulitan memperoleh bahan baku bila ada harganya sangat mahal, atau 
saya harus memindahkan tempat produksi keluar pulau, ya karena itu mbak 
saya menghentikan pembuatan mebel ini dan sekarang malah menganggur.” 
(Hasil wawawncara 19 Febuari 2008) 
 
Kesulitan memperoleh bahan baku yaitu berupa kayu memang menjadi 
kendala tersendiri, selain karena ada kemacetan pengiriman kayu dari daerah, 
biasanya wilayah Kalimantan  juga kasus Illegal Loging ikut menjadi kendala.  
Kesulitan dalam proses pemasaran dan kesulitan dalam memperoleh bahan 
baku, menjadikan proses produksi terhambat dan pemasukan dana yang menjadi sulit. 
Mengakibatkan terjadinya penunggakan pengembalian pinjaman modal PKBL. 
 
5. Ketidakpusan dengan pelayanan PLN. 
Adanya rasa ketidakpuasan dari mitra binaan terhadap pelayanan PKBL 
diluar dari proses penyaluran dana juga dirasakan oleh beberapa mitra binaan antara 
lain Bapak Sukirno yang mengatakan :  
“…PLN hanya memberikan pinjaman uang saja tanpa ada pembinaan sama 
sekali seperti pinjaman dari bank-bank yang lain, kalaupun ada petugas yang 
datang hanya sebatas menagih selain itu tak ada kunjungan-kunjungan” 
(Hasail wawancara 1 Febuari 2008) 
 
Selain itu Ibu Sumarni juga merasa kecewa dengan pelayanan PKBL, beliau 
mengatakan :  
“…sebenarnya saya agak kecewa mbak sama petugas PLN, dulu saya membayar 
tapi dikira belum membayar untung saya menyimpan kwitansinya, terus ada 
petugas yang menelusurinya dan masalahnya udah selesai… tapi ya sejak ada 
masalah itu saya jadi agak malas mengangsur lagi, saya juga memang ini agak 
mbeler mbak tapi ya gimana…”  
(Hasil wawancara 15 Febuari 2008) 
 
 
Namun ketika dikonfirmasi ke PLN, pihak PKBL menjelaskan bahwa tidak 
pernah ada kesalahan administrasi seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Sumarni, 
kejadian ini hanya dianggap kesalahpahaman antara mitra binaan dengan petugas 
penagihan. 
Ketidakpuasan mitra binaan atas pelayanan PKBL akan ketidak adaan 
pembinaan maupun kunjungan sebagai bentuk perhatian dari PLN dan 
kesalahpahaman masalah administrsi melatarbelakngi mitra binaan melakukan 
penunggak pembayaran. Dan keadaan seperti ini seharusnya dapat diluruskan olel 
pihak PLN agar program ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
 
6. Sebab-sebab Lainnya. 
Faktor lain yang menyebabkan penunggakan adalah adanya mitra binaan 
adalah ada mitra binaan yang tertipu oleh relasinya sendiri ini dialami oleh Bapak 
Ahmad Sutrisno, dia menjelaskan :  
“..kebangkrutan usaha saya ini karena saya ditipu oleh teman saya disuruh kirim 
barang dan diberi cek namun setelah beberapa minggu teryata ceknya kosong 
dan itu saya merugi hamper 1 M lho mbak.” (Hasil wawancara 13 Febuari 2007) 
 
Penipuan yang dialami oleh Bapak Sutrisno ini sangat mempengaruhi beliau 
dalam penunggakan pengembalian pinjaman modal PKBL. Karena setelah 
mengalami kejadian ini industri batik yang dahulunya cukup berkembang tiba-tiba 
menjadi bangkrut sehingga perlu melakukan pemutusan hubungan kerja para 
pegawainya. Dan proses produksi pun hampir dihentikan  
Selain itu ada mitra binaan yang terjerat hutang bank dengan tingkat bunga 
yang tinggi hal ini disampaikan oleh Bapak Supono :  
“…untuk lebih mengembangkan usaha saya juga mencari pinjaman dari bank 
BNI, namun kesulitan memasarkan barang dan bunga bank yang tinggi membuat 
usaha saya semakin bangkrut bahkan saya harus menjual rumah untuk menutup 
hutang bank tersebut..” 
(Hasil wawancara 9 Febuari 2007) 
 
Mitra binaan yang terjerat bunga pinjaman bank sangat mempengaruhi 
kemunduran usaha yang dialami Bapak Supono. Bunga bank yang cukup tinggi, 
sangat memberatkan pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya. Karena 
bila tidak bias membayar pinjaman tersebut bank dapat mengambil paksa anggunan 
yang telah dimasukkan. 
Mitra binaan yang mengalami kejadian ditipu oleh relasinya dan terjerat 
hutang bank dengan bunga yang cukup tinggi. Menyebabkan kebangkrutan usahanya 
dan secara langsung menyebabkan mitra binaan melakukan penunggakan 
pengembalian pinjaman modal. 
   
b. Tanggapan PT. PLN tentang Penunggakan Pinjaman Modal PKBL. 
Penunggakan pinjaman PKBL yang mencapai angka Rp. 935.000.000,00 juta 
hingga saat ini, karena itu masalah ini juga mendapat tangggapan sendiri dari pihak PT. 
PLN APJ Surakarta dan tindakan tersebut dilakukan dengan mengambil beberapa langkah-
langkah yang dsiterapkan hingga saat ini. Adapun langkah-langkah tersebut antara lain :  
1. Melakukan Penagihan. 
Proses penagihan secara door to door meruapakan cara yang cukup efektif 
adalam mengaggulangi penuggakan pinjaman modal. Karena dengan penagihan 
langsung kerumah mitra binaan, setidaknya membuat mitra binaan tergugah untuk 
membayar tunggakan pinjaman. Namun penagihan ini tidak selamanya berjalan lancar. 
Hal ini diungkapkan oleh petugas penagih Bapak Soepardi. Beliau mengatakan : 
“…kadang satu hari penagihan itu tidak mendapat apa-apa mbak, seperti waktu 
kemarin ke Sragen sudah jauh-jauh kesana tapi tidak dapat apa-apa, bahkan ada 
yang berbohang ada dirumah tapi keluarganya bilang tidak ada di rumah, init u 
seperti main kucing-kucingan.  (Hasil wawancara 24 Januari 2008) 
Penagihan pinjaman modal, memang membutuhkan waktu dan kesabaran 
tersendiri. Karena jika tidak ada penagihan seperti ini akan semakin banyak mitra 
binaan yang melakukan penunggakan tanpa kesadaran untuk mengembalikannaya. Dan 
peran dari tim penagih sangat dibutuhkan untuk menjaga kelancaran proses 






2. Melaksanakan Sanksi Pemutusan Instalasi Listrik. 
Pemutusan instalasi listrik merupakan hal terakhir yang dilakukan PLN, 
sebagai sanksi penunggakan pinjaman modal yang tertera pada surat perjanjian 
pinjaman modal. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sarka Edy :  
“..Sanksi terakhir yang dilakukan pada mitra binaan mitra biaan yang 
menunggak adala pemutusan instalasi namun sebelumnya kami sudah 
memperingatkan baik melalui telpon maupun dating kerumahnya tapi ya karena 
tidak ada respon apa mau di kata mbak”. (Hasil wawancara 18 Febuari 2008) 
 
Dan ketika peneliti menanyakan tentang jumlah mitra binaan yang mendapat 
sanksi ini Bapak Sarka Edy mengatakan :  
“salama saya menjadi sekertaris sudah sekitar 5 mitra binaan yang diputus 
instalasi listriknya”. 
 
Pemutusan instalasi listrik ini merupakan cara terakhir untuk meanggulangi 
penungggakan pinjaman modal. Dan sanksi ini diberikan kepada mitra binaan yang 
telah bertahun-tahun melakukan penunggakan dan tidak mangangsur sama sekali. 
Walaupun sudah diperingatkan melalui lisan maupun pemutusan listrik sementara. Dan 
mitra binaan yang telah mengalami pemutusan listrik selamanya tidak akan bias untuk 
memndaftar sebagai pelanggan listrik PLN bila ingin mendapat pelayanan aliran listrik. 
Ini merupakan cara terakhir yang ditempuh PLN. Karena walaupun bias PLN belum 
p[ernah memperkarakan mitra binaan yang melakukan penunggakan dan tidak ada 
pembayaran angsuran ke pengadialan. Sebab setelah dihitung biaya untuk meus 
kepengadilan tidak sesuai dengan keuntungan yang akan diperoleh dari pengembalian 
pinjaman modal PKBL   
 
3. Memperketat Waktu Melakukan Survei. 
Kriteria survei lebih diperketat ini untuk mencegah terjadinya penunggakan, 
karena tidak semua data-data yang ada di proposal sesuai dengan kenyataan yang ada di 
lokasi mitra binaan. Karena itu petugas survei melakukan survei langsung kelapangan 
tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, sehingga mitra binaan tidak dapat berbohong 
tentang keberadaan dan kelayakan tempat usahanya. Dari survei ini dapat diketahui 
kelayakan seorang mitra binaan bisa mendapat pinjaman modal atau tidak. Karena tidak 
memenuhi persyaratan dalam proses survei.  
 
4. Adanya Asuransi Jiwa Kredit 
Penetapan jaminan yaitu berupa anggunan sertifikat sudah diterapkan selama 
dua tahun terakhir. Dengan adanya penerapan jaminan sertifikat tanah ini diharapkan 
mitra binaan mempuanyai kesadaran dari dirinya untuk mengembalikan pinjaman 
modal. Sertifikat tanah ini digunakan sebagai anggunan dalam Asuransi Jiwa Kredit 
Cicilan Bulanan telah dilaksanakan selama dua tahun ini. Asuransi ini memberikan 
jaminan pelunasan kredit apabila penerima kredit (Debitur) meninggal dunia  sebelum 
jangka waktu pelunasan berakhir. Dengan masa asuransi maksimal sama dengan 
kontrak pinjaman atau lamanya pinjaman yang harus dibayar. 
Beberapa cara diatas diharapkan dapat menaggulangai penunggakan pengembalian 
pinjaman modal PKBL. Karena penunggakan ini memberikan kerugian pada mitra binaan 
sendiri dan pada calon mitra binaan. Karena penunggakan mengakibatkan perputaran hasil 
dari penyaluran pinjaman PKBL tidak optimal sehingga pelayanan lain sepertiu peningkatan 
Manajerial dan Pemasaran melalui promosi tidak dapak diselenggarakan karena 
keterbatasan dana. 
 
BAB  IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Bab terakhir ini penulis mencoba untuk menyimpulkan beberapa hal pokok yang 
diungkapkan dalam penelitian ini. Ada beberapa hal yang muncul dan dibahas 
dalam bab ini yang merupakan hasil refleksi dari bab-bab terdahulu. Untuk 
memudahkan pemahaman, sajian didalam bab ini berisi pokok-pokok temuan yang 
merupakan rumusan inti dari berbagai hal yang telah dibahas pada bab-bab 
terdahulu, dan secara singkat menjawab semua pertanyaan penelitian yang 
dirumuskan di dalam bab pendahuluan laporan penelitian ini. Dengan cara sajian 
demikian diharapkan akan mempermudah pemahaman pembaca sekaligus juga 
berguna bagi pemahaman alur pikir logis menurut metode kualitatif. 
PT. PLN (Persero) APJ Surakarta adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang 
ikut melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Dimana 
tujuan dari PKBL adalah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat melalui 
pengembangan industri kecil yang selama ini tidak dapat tersentuh layanan 
permodalan bank, Peranan PT. PLN dalam upaya pemberdayaan ekonomi 
masyarakat kecil pada hakekatnya dilaksanakan dengan berusaha ikut 
mengembangkan industri kecil. Dimana upaya ini dilakukan melalui tiga cara yaitu : 
Memberikan pinjaman modal dengan bunga lunak, Memberikan pelatihan 
manajerial dan Membantu pemasaran produk mitra binaan melalui promosi. 
Pertama, Memberikan Pinjaman Modal Kerja kepada Usaha Kecil dan Koperasi 
guna mengembangkan usaha agar kegiatan usaha dimaksud dapat berkembang, 
tangguh dan mandiri dengan prioritas pemberian pinjaman berorientasi kepada 
industri kecil maupun koperasi yang dipandang dapat dikembangkan usahanya. 
Pinjaman modal ini berbeda dengan pinjaman modal perbankan meskipun dituntut 
untuk mengembalikan pinjaman pokok beserta bunga, bunga yang dibebankan 
sangatlah rendah. Untuk pinjaman dibawah Rp.10.000.000,00 bunga yang 
disyaratkan sebesar 6% pertahun dan untuk pinjaman diatas Rp.10.000.000,00 juta 
dengan bunga 8% pertahunnya. Masa angsuran pengembalian pinjaman selama 2 
sampai dengan 3 tahun. Dengan melihat tingkat suku bunga pengembalian 
pinjaman, PKBL PT. PLN ini tergolong pada pinjaman modal lunak yang secara 
langsung telah memberikan keringanan pada mitra binaan dalam pengembaliannya. 
Penyaluran pinjaman modal ini telah dilaksanakan setiap tahunnya dan program ini 
telah berjalan cukup baik. 
Kedua, Pelatihan Peningkatan Manajerial, kegiatan ini diadakan melalui kerjasama 
antara PLN dengan Instansi dan lembaga yang mempunyai kegiatan usaha bidang 
pelatihan. Salah satu Instansinya adalah LPM-IPKKI Surakarta. Pelatihan 
manajemen ini bertujuan untuk : Menanamkan penerapan administrasi pembukuan 
usaha secara benar, Menambah pengetahuan perpajakan dan kesadaran serta 
kedisiplinan dalam membayar pajak, Memberikan pengetahuan tentang seluk beluk 
eksport. Pada dasarnya tujuan dari pelatihan managerial sendiri cukuplah baik, 
namun pada tingkat pelaksanaannya program ini tidak dilaksanankan secara pasti. 
Sebagai contohnya pelatihan manajerial ini terakhir diberikan pada mitra binaan 
tahun 2006, dan hanya beberapa yang memperoleh pelatihan. Sedangkan mitra 
binaan yang lain hanya mendapatkan penjelasan permodalan pada saat penyerahan 
pinjaman modal dan kunjungan yang dilakukan kurang lebih selama 2 kali setelah 
itu petugas datang hanya untuk melakukan penagihan. Dengan cerminan 
pelaksanaan yang seperti ini pemberian modal tanpa ada pembinaan yang jelas, 
sehingga membiarkan mitra binaan melakukan pengelolaan pinjaman modal sendiri 
maka menyebabkan terjadinya penunggkan pinjaman modal yang semakin lama 
semakin bertambah, karena keterbatasan dari petugas PLN untuk mengatasi masalah 
penunggakan ini. 
Ketiga, Pemasaran  melalui  promosi yaitu melatih usaha industri kecil yang telah 
atau yang akan melaksanakan Ekspor, untuk meningkatkan dan memberikan 
pengertian peluang Pasar baik Nasional / Ekspor. Dengan membantu memasarkan 
hasil Produk Unggulan yang berpotensi dapat dikembangkan dalam Pameran dan 
Promosi tingkat Lokal, Nasional dan Internasional. Program ini semakin 
memperlihatkan ketidakseriusan PLN dalam melaksanakan PKBL. Karena hanya 
dilakasnakan pada saat-saat tertentu dan waktu pelaksanaannya tidak pasti karena 
tidak terjadwal. Dan hanya mitra binaan yang berpotensi ekspor yang diikutkan 
dalam promosi ini, sehingga mitra binaan lain yang hanya dengan industri yang 
masih kecil tidak mendapat kesempatan untuk ikut serta mitra binaan yang benar-
benar mengalami kesulitan pemasaran sendiri malah tidak mendapat bantuan dalam 
pemasaran. Inilan yang juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 
penunggakan pengembalian pinjaman modal PKBL.  
Pada dasarnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. PLN APJ Surakarta 
adalah mengadakan penyaluran pinjaman modal kepada mitra binaan. Namun untuk 
pelatihan peningkatan manajerial dan proses pemasaran melalui promosi tidak 
dilaksanakan secara terjadwal waktu pelaksanaanya. Sehingga hal ini menjadi salah 
satu penyebab terjadinya penunggkan pengembalian pinjaman modal. Penuggakan 
pinjaman modal yang dilakukan mitra binaan dari beberapa tahun menjadi masalah 
tersendiri bagi perkembangan PKBL. Selain karena faktor diatas penunggakan 
pengembalian pinjaman modal ini jaga disebabkan oleh faktor penyimpangan dari 
tingkah laku mitra binaan dan faktor-faktor lainnya. 
 
1. Implikasi Empirik. 
PT. PLN APJ Surakarta telah menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sejak 
tahun 1992, hingga tahun 2007 sebanyak 531 pengusaha kecil telah menjadi mitra binaan PLN. 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui PKBL ini terkait dengan konsep Cooperate Social 
Responsibility (CSR) atau disebut tanggung jawab social dari perusahaan yang diberikan kepada 
masyarakat sekitarnya.  
Pada pelaksanaa PKBL tidak semua seperti yang tertuang pada petunjuk pelaksanaan 
PKBL.  Pembentukan Tim Khusus yang menangani PKBL PT. PLN (Persero) APJ Surakarta.  Ada 
Ketua Tim PKBL yaitu Asisten Manager bagian SDM dan ADM namun hanya sebatas jabatan 
sebagai ketua sedangkan untuk perannya tidak ikut melaksanakan PKBL, yang dilakukan hanya 
menandatangani  laporan setiap bulannya dan memberikan laporan keuangan PKBL pada acara 
penyaluran dana setiap tahunnya, sedangkan untuk kegiatan yang lain tidak ikut terlibat. Selanjutnya 
sebagai sekertaris PKBL adalah bagian Ahli Kumas dan PKBL dan terkadang dibantu oleh bagian 
lainnya bila tidak ada pekerjaan. PKBL pada. Pada posisi anggota seperti pengawas pendapatan, 
pengendali anggaran dan pendapatan serta anggota yang lain tidak terlihat perannya secara nyata. 
Petugas survei lapangan hanya sekertaris PKBL yang ikut pasti melakukan survei langsung ke lokasi 
mitra binaan, sedangkan petugas yang lain tidak terkadang tidak mau melakukannya tanpa alasan 
yang jelas. Padahal waktu survei  lokasi ini adalah saat yang menentukan kelayakan seorang mitra 
binaan untuk mendapat pinjaman modal. Laporan keuanggan yang harusnya dibuat dan dilaporkan 
setiap 3 bulan sekali ke PLN Distribusi Semarang pada tahun 2007 sama sekali tidak dibuat yang 
dikarenakan alas an petugas yang tidak masuk akal. 
Pelaksanaan PKBL yang tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis 
PKBL dalam pelaksanaan pelatihan managerial dan pemasaran melalui promosi yang dikarenakan 
keterbatasan dana. Kinerja Tim PKBL yang tidak optimal, serta keterbatasan Tim PKBL yang 
anggotanya tidak pasti dan kinerja Tim PKBL yang tidak optimal, telah menjadi salah satu faktor 
penyebab penunggakan pengembalian pinjaman modal PKBL. Selain diantaranya disebabkan oleh 
mitra binaan sendiri, seperti menganggap pinjaman modal hanya sebagai bantuan sehingga tidak ada 
kesadaran untuk mengembalikan, ada mitra binaan yang menggunakan pinjaman modal untuk 
kepentingan pribadi, kesulitan mitra binaan dalam memperoleh bahan baku dan pemasaran, serta 
adanya ketidakpuasan akan pelayanan PLN.  
Penunggkan yang terjadi secara terus menerus ini tidak lebih dikarenakan oleh ketidak 
seriusan PLN dalam menjalankan program ini. Apabila tidak ada solusi yang tepat untuk 
menyelesaikan masalah ini maka negaralah yang menanggung semua kerugiaannya. Tanggapan Tim 
PKBL dalam menyelesaikan masalah ini yaitu dengan terus melakukan penagihan door to door, terus 
mengingatkan mitra binaan untuk tetap mengangsur baik melalui telpon maupun dating langsung 
kelokasi mitra binaan. Sedangkan untuk sanksi yang paling tinggi yang dilakukan PLN bila mitra 
binaan sudah benar-benar tidak bisa melakukan pengembalian pinjaman modal maka PLN akan 
melakukan bongkar rampung instalasi listrik milik mitra binaan yang melakukan penunggaka, sesuai 
dengan Surat perjanjian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak.  Dan sanksi pemutusan 
instalasi listrik ini kurang efektif, karena walaupun sudah diterapkan masih banyalk mitra binaan 
yang melakukan penunggakan pengembalian pinjaman modal. 
 
2. Implikasi Teoritis. 
PT. PLN (Persero) APJ Surakarta tepatnya  di bagian Hukum, Humas, Kemitraan dan Bina 
Lingkungan adalah tempat berinteraksi antara Tim PKBL dengan mitra binaan. Sesuai dengan 
paradigma dalam penelitian ini yaitu paradigma perilaku sosial yang diungkapkan oleh B.F. Skinner 
yang ditulis dalam buku karya Ritzer (2004:70-72) mengarahkan perhatiannya pada hubungan 
individu dengan lingkungannya dimana lingkungan ini terdiri dari lingkungan yang berobyek sosial 
dan lingkungan yang berobyek non sosial. Adanya prinsip yang menguasai antar hubungan individu 
dengan obyek sosial adalah sama dengan prinsip yang menguasai hubungan antara individu dengan 
obyek  non sosial. Tingkah laku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor 
lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan 
perubahan terhadap tingkah laku. Dimana paradigma perilaku sosial memusatkan perhatiannya pada 
proses interaksi, yaitu individu kurang sekali memiliki kebebasan. Tanggapan yang diberikan 
ditentukan oleh sifat dasar stimulus yang datang dari luar dirinya. Terdapat sumber pengendalian 
perilaku individu. 
Interaksi sosial disini adalah proses interaksi  antara Tim PKBL PLN dengan mitra binaan. 
Dalam menjalankan peranannya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. PLN mempunyai 
aturan sekaligus sanksi yang tertuang dalam Surat Perjanjian PKBL yang ditanda tangani oleh kjedua 
belah pihak. Sanksi ini diberikan bila ada mitra binaan yang melanggar. Aturan dan sanksi ini 
menjadi pengendalian perilaku individu seperti yang menjadi kajian dalam paradigma perilaku sosial. 
Karena itu  mitra binaan tidak bisa berlaku semaunya sendiri. Karena sebagai pihak yang mempunyai 
peranan PLN mewajibkan setiap mitra binaan untuk mematuhi segala aturan dan konsekwensi bila 
mitra binaan melanggar aturan tersebut.     
Sedangkan untuk lebih memahami penyebab mitra binaan dalam kasus penunggakan 
pengembalian pinjaman modal. Maka digunakan teori Exchange atau teori pertukaran yang 
dikemukakan oleh George Homan. Homan menyatakan bahwa inti dari teori pertukaran terletak pada 
sekumpulan proposisi fundamental. Dimana proposisi tersebut bersifat psikologis dikarenakan oleh  
1. Proposisi biasanya dinyatakan dan diuji secara empiris oleh orang yang menyebut 
dirinya sendiri psikolog.  
2. Proposisi bersifat psikologis karena menerangkan fenomena individu dalam 
masyarakat, dimana proposisi lebih mengenai perilaku manusia individual daripada 
kelompok atau masyarakat dan perilaku manusia sebagai manusia umumnya dianggap 
menjadi bidang psikologis. (Ritzer & Goodman, 2004 : 358-359) 
Seperti yang dinyatakan oleh Homan proposisi bersifat psikologis  karena menerangkan 
fenomena individu dalam masyarakat, ini dapat telihat pada kasus penyebab penunggakan pinjaman 
modal yaitu yang disebabkan karena sifat dari seorang individu yang menganggap bahwa pinjaman 
modal hanya sebuah bantuan seperti pada kasusu Bapak Sukirno, serta penyalagunaan pinjaman 
modal untuk kepentingan pribadi seperti pada kasus Ibu Sumarni. Dimana dalam kedua kasus ini 
sangat terlihat bahwa psikologis seorang mitra binaan berpengaruh terhadap tindakan merekal. Dan 
perilaku menyimpang yang mereka lakukan dalam pengelolaan pinjaman modal telah mengakibatkan 
penunggakan pengembalian pinjaman modal yang berimbas pada perkembangan usaha, mereka 
mendapat masalah lain dengan sebuah kelompok dimana PLN yang menjadi kelompok tersebut 
sebagai badan pemberi pinjaman modal yang bisa memberika sanksi-sanksi sesuai dengan 
kesepakatan mereka.    
Homan juga menyatakan terdapat proses perubahan dapat disederhanakan menjadi suatu 
sistem deduksi yang didasarkan atas prinsip-prinsip psikologis dimana :  
§ Tindakan sosial dilihat equivalent dengan tindakan ekonomis. Suatu tindakan adalah 
rasional, berdasarkan pada perhitungan untung dan rugi. 
§ Dalam rangka interaksi social aktor mempertimbangkan keuntungan yang lebih besar 
dari biaya yang dikeluarkan (cost benefit ratio). (Ritzer, 2004 : 78) 
Tindakan sosial dilihat sama halnya dengan tindakan ekonomis, dimana terdapat 
perhitungan untung dan rugi, ini terlihat pada kasus Bapak Supono yang terlilit hutang bank dengan 
bunga yang besar dan bapak Ahmad Sutrisno yang tertipu dengan pengiriman barang yang dilakukan 
oleh temannya sendiri. Dari kasus kedua mitra binaan ini, terlihat mereka semua melakukan tindakan 
ekonomis untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Namun karena beberapa hal yang yang 
tidak masuk dalam hitungan mereka, menyebabkan kerugian yang secara langsung membuat usaha 
mereka mengalami kemunduran dan berimbas pada penunggakan pengembalian pinjaman modal 
PKBL.  
 
Adanya proposisi yang harus diperhatikan berupa :  
d. Makin tinggi ganjaran (reward) yang akan diperoleh makin besar kemungkinan 
sesuatu tingkah laku akan diulang. 
e. Makin tinggi biaya atau ancaman hukuman (punistment) yang akan diperoleh makin 
kecil kemungkinan tingkah laku serupa yang akan diulang. 
f. Adanya hubungan berantai antara berbagai stimulus dan antara berbagai tanggapan. 
(Ritzer, 2004 : 78-79) 
Semakin tingginya ganjaran yang diberikan Tim PKBL berupa penyaluran pinjaman modal, 
pelatihan manajerial dan pemasaran melalui promosi maka mitra binaan akan mengembalikan 
pinjaman modal sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Namun program pelatihan manajerian 
dan pemasaran melalui promosi yang dilaksanakan Tim PKBL tidak sesuai dengan petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk tehnis PKBL dengan hanya penyaluran pinjaman modal yang terjadwal 
setiap tahunnya. Sedangkan  kedua programnya hanya dilakukan ketika ada dana yang menjadi salah 
satu penyebab penunggakan pengembalian pinjaman modal. Karena bila seorang mitra binaan hanya 
diberi  modal usaha tanpa pembinaan berkelanjutan hanya beberapa orang saja yang berhasil 
mengembangkan usahanya, sedangkan yang lainnya bukan mengembangkan industri yang dimiliki 
namun malah melakukan penunggakan pengembalian pinjaman modal. Punisment yaitu sanki paling 
tinggi yang dilakukan PLN yaitu pemutusan instalasi listrik yang dilakukan kepada mitra binaan 
yang benar-benar tidak bisa mengembalikan pinjaman modal, dirasa kurang mampu mengatasi 
masalah penunggakan ini. Sehingga ancaman hukuman (punistment) yang akan diperoleh makin 
kecil kemungkinan tingkah laku serupa yang akan diulang. Tidak sesuai dengan masalah 
penunggakan pengembalian pinjaman modal. 
Teori Exchange atau pertukaran dirasa tidak sesuai bila diterapkan di Indonesia, karena 
adanya perbedaan budaya antara Negara barat dengan Negara timur,  sehingga disini bila terjadi 
penunggakan masyarakat akan lebih longgar dalam menjalankan aturan yang berakibat pemberian 
sanksi tidak bisa berjalan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Teori Exchange ini lebih 
tepat diterapkan di Negara-negara Eropa karena budaya masyarakatnya yang lebih global, karena 
mereka  berpikir secara rasional. 
  
3. Implikasi Metodologis. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan tehnik analisiss secara 
evaluasi yaitu dengan mengevaluasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk tehnis PKBL sesuaikah pada 
kenyataan kinerja Tim PKBL PLN terkait dengan tanggungjawab sosial perusahaan. Dan analisis 
secara studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari gejala-gejala sosial melalui analisis yang terus 
menerus tentang kasus yang dipilih. Dimana yang menjadi kasus utamanya adalah penunggakan 
pengembalian pinjaman modal PKBL. 
Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai instrumen dalam pengumpulan data dengan 
cara berinteraksi dan melakukan pengamatan seintensif mungkin pada subyek yang diteliti. Informan 
dipilih berdasarkan teknik pengambilan sampel non purposive sampling, dengan Snowball sampling  
yaitu peneliti memiliki kecenderungan untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi 
dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, 
yang memenuhi syarat untuk maksud penelitian. Baru kemudian peneliti menentukan responden yang 
dapat melengkapi data-data yang dibutuhkan. Serta Maximum Variation Sampling untuk menentukan 
tingkat variasi dalam menentukan responden Selain itu juga didapatkan data-data tertulis dari Tim 
PKBL maupun PLN APJ Surakarta, mitra binaan, media cetak maupun internet. Data-data tersebut 
berupa arsip, dokumen-dokumen maupun buku. Selain itu juga digunakan recorder untuk merekam 
wawancara. Karena dirasakan kurang cukup dalam pengumpulan data maka penulis juga memakai 
tehnik kuantitatif seperti penggunaan kuesioner pada beberapa responden. Serta penggunaan data 
kuantitatif berupa laporan keuangan untuk memperoleh data-data yang lebih valid.   
Peneliti juga mengalami kesulitan untuk melakukan wawancara kepada beberapa mitra 
binaan terkait dengan tunggakan pengembalian pinjaman modal yang mereka lakukan. Karena 
beberapa mitra binaan menganggap peneliti sebagai bagian dari PLN yang akan melakukan 
penagihan. Sehingga peneliti harus menjelaskan secara berulang-ulang agar mitra binaan mengerti 
dengan maksud peneliti. Serta peneliti harus bersabar menunggu mitra binaan siap melakukan 
wawancara. 
Proses reduksi data yang berupa pokok-pokok temuan yang selanjutnya dikembangkan 
dengan sajian data secara naratif kemudian proses pengumpulan data dilanjutkan dan berulang-ulang 
pada pembuatan data deskriptif refleksi, reduksi data dan sajiannya sehingga unit-unitnya dirasa 
lengkap. Dengan metode penelitian tersebut peneliti dapat memahami secara mendalam tentang 
peranan PT. PLN (Persero) APJ Surakarta dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. 
Dengan studi kasus untuk mengetahui faktor-faktor penyebab penunggakan pinjaman modal PKBL. 
 
Secara metodologi, penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut : 
a. Kelebihan 
§ Secara umum penelitian kualitatif mampu mengungkapkan realitas 
secara mendalam dan penuh nuansa karena dapat menangkap realitas 
internal, emosi dan nilai-nilainya sehingga mampu memberikan 
gambaran realitas sebagaimana adanya. 
§ Kebenaran dalam penelitian kualitatif merupakan hasil persetujuan 
sesuai dengan kondisi sosial dan historisnya.  
b. Kekurangan 
§ Dalam penelitian ini ada sumber data yang tidak terwakili, yaitu Tim PKBL tingkat 
Distribusi Semarang, karena yang digunakan hanya data-data hasil rapat direksi. 
§ Penelitian ini tidak mengunakan trianggulasi teori. Tujuan trianggulasi teori adalah 
untuk mengecek atau membandingkan topik yang sama kemudian datanya dianalisis 
melalui perspektif-perspektif teori yang berbeda. 
§ Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan, karena penelitian kualitatif hanya 
berlaku pada lokasi penelitian ini saja. Pada peristiwa, tempat dan waktu yang lain, 
maka hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan. 
 
B. SARAN 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang “Peranan PT. PLN (Persero) APJ 
Surakarta dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Industri 
Kecil di Surakarta” (Studi Kasus Penunggakan Pengembalian Pinjaman Modal PKBL), maka 
dengan melihat dan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dicapai berdasarkan pada 
penelitian lapangan yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai 
saran. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut : 
1. Untuk Penelitian Lebih Lanjut. 
a. Hendaknya penelitian selanjutnya dapat mengungkap kasus-kasus seperti dalam 
penelitian ini, dengan lebih detail dan semaksimal mungkin agar data yang 
diperoleh lebih lengkap dan akurat. 
b. Dalam menentukan informan, akan lebih baik bila dimulai dari orang yang paling 
mengerti obyek penelitian. Setelah memperoleh informasi baru kemudian 
menentukan responden. 
c. Dalam menentukan responden, hendaknya sesuai dengan realita sosial yang kita 
pilih. Dengan menentukan responden yang dapat diajak kerjasama dan memiliki 
sifat terbuka. Akan lebih baik jika peneliti telah melakukan pendekatan kepada 
subyek penelitian sebelum proses wawancara. Agar memudahkan peneliti untuk 
menggali informasi lebih lanjut. 
d. Pendekatan kualitatif membutuhkan ketelitian dan ketekunan peneliti dalam 
mengungkap realitas sosial, agar tidak terlalu lama dalam proses penelitian 
hendaknya peneliti mengadakan persiapan lebih matang, supaya tidak perlu 
berulang kali menemui satu subyek penelitian. 
2. Untuk Tim PKBL PLN APJ Surakarta 
a. Hendaknya Tim PKBL memperbaiki pelaksanaan program ini, dengan 
melaksanakan PKBL sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan PKBL. 
b. Terus bersemangat untuk terus berperan secara aktif dalam memberdayakan 
ekonomi mitra binaannya. 
c. Perlunya ditingkatkan kinerja dari Tim PKBL, agar para anggotanya dapat 
melaksanakan tugas sesuai dengan  status yang dimilikinya. 
d. Hendaknya Tim PKBL bisa menentukan waktu yang pasti setiap tahunnya dalam 
pemberian Pelatihan Manajerial dan Pemasaran melalui promosi, seperti halnya 
penyerahan pinjaman modal PKBL yang telah dilaksanakan setiap tahunnya. 
3. Untuk Mitra Binaan 
a. Hendaknya mitra binaan dapat memanfaatkan pinjaman modal dengan sebaik-
baiknya agar bisa mengembangkan usaha yang mereka miliki. Sehingga dapat 
meningkatkan taraf hidup mereka. 
b. Diharapkan adanya kesadaran dari setiap mitra binaan supaya melakukan 
pengembalian pinjaman modal setiap bulannya, agar PKBL dapat terus bergulir 
dari tahun ke tahun, sehingga bisa membantu mitra binaan yang lainnya. 
c. Diharapkan mitra binaan terus menjalin komunikasi dengan PLN maupun  mitra 
binaan lainnya, agar bila mitra binaan yang satu mengalami krisis yang lain bisa 
sedikit ikut membnatu. 
d. Hendaknya mitra binaan tidak melakukan perbuatan menyimpang yang dapat 
merugikan dirinya sendiri maupun pihak PLN, seperti menggunakan pinjaman 
modal utuk memenuhi kebutuhan pribadi dan menganggap pinjaman modal hanya 





 Nama  : ………………………………………… 
 Umur  : ………………………………………… 
 Pekerjaan : ……………………………………….... 
 
Daftar Pertanyaan  
I. TIM  PKBL 
1. Bagaimana sejarah berdirinya PKBL ? 
2. Apakah tujuan dari Program PKBL ? 
3. Bagaimana cara PLN menyediakan pinjaman pada mitra binaan ? 
4. Jenis-jenis pelayanan apa saja yang diberikan TIM PKBL terhadap mitra binaan? 
5. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan calon mitra binaan untuk mendapatkan pinjaman 
modal PKBL ? 
6. Bagaimana cara PLN memberikan informasi kepada pengusaha kecil tentang penyediaan 
pinjaman modal ? 
7. Pihak mana saja yang terkait dengan PLN dengan penyediaan pinjaman modal PKBL ? 
8. Hambatan apa saja yang selama ini dihadai PLN  dalam memberikan pinjaman modal kepada 
mitra binaan ? 
9. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ? 
10. Menurut anda apakah semua mitra binaan telah terlayani dengan baik ? 
11. Menurut anda apa yang mendasari mitra binaan tetap meminjam modal di PLN, meskipun 
sekarang banyak lembaga keuangan lainnya ?  
12. Bagaimana perkembangan program PKBL sejauh ini ? 
13. Siapa saja mitra binaan yang mendapatkan pelatihan manajerial dan pemasaran? 
14.  Apakah ada mitara binaan yang melakukan penuggakan pinjaman modal ? 
15. Langkah apa yang diambil PLN untuk menanggulangi penunggakan ini ? 
16. Kapan dan siapa yang menentukan waktu survei? 
17. Bagaimana proses survei dilaksanakan? 
18. Kapan dan siapa yang menentuka waktu penagihan? 
19. Bagaimana proses penagihan berlangsung? 
20. Bagaimana respon dari mitra binaan yang melakukan penunggakan terhadap langkah yang 
diambil PLN ? 
21. Bagaiman kesejahteraan pengusaha kecil yang telah menjadi mitra binaan PLN? 
 II. MITRA  BINAAN 
Identitas Informan 
 Nama  : ………………………………………… 
 Umur  : ………………………………………… 
 Pekerjaan : ……………………………………….... 
Daftar Pertanyaan  
1. Motivasi apa yang mendorong saudara utuk menjadi mitra binaan PLN ? 
2. Sejak kapan saudara menjadi mitra binaan PLN ? 
3. Manfaat apa yang anda peroleh dengan adanya pinjaman modal dari PLN ? 
4. Bagaiman prosedur untuk memperoleh pinjaman modal ? 
5. Menurut anda bagaimana dengan bunga yang ditetapkan PLN ? 
6. Menurut anda bagaimana dengan jaminan yang ditetapkan PLN ? 
7. Menurut anda apakah perbedaan antara PLN dengan lembaga lain yang sama-sama 
memberikan pinjaman modal ? 
8. Menurut anda bagaimana pelayanan dari PKBL terhadap mitra binaan ? 
9. Adakah pelayanan yang dirasa kurang dalam PKBL bagaimana solusinya menurut anda ? 
10. Bagaimana keadaan usaha anda setelah menjadi mitra binaan PLN ? 
11. Bagaimana peralatan yang digunakan pada industri anda sebelum menjadi mitra binaan PLN ? 
12. Berapa jumlah tenaga kerja dahulu dan sekarang ? 
13. Dari manakah asal tenaga kerja anda tersebut ? 
14. Bagaimana jumlah produksi pada produksi anda setelah menjadi mitra binaan PLN ? 
15. Apakah sistem pengembalian pinjaman anda suadah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 
PLN ? 
16. Pernahkah anda melakukan penunggakan pengembalian modal ? 
17. Berapa kali anda melakukan penunggakan pengembalian modal ? 
18. Apa yang menyebabkan anda melakukan penunggakan pengembalian modal? 
19. Upaya apa yang anda lakukan untuk menanggulangi penunggakan pengembalian modal? 
20. Bagaimana tanggapan pihak PLN terhadap penunggakan yang anda lakukan? 
21. Apakah anda juga berkeinginan untuk mengembalikan pinjaman modal ini ? 
22. Bagaimana hubungan anda terhadap PLN setelah terjadinya penunggakan ini? 
23. Apakah sekarang masalah ini telah terselesaikan ? 
24. Apakah dengan menjadi mitra binaan PLN telah cukup meningkatkan kesejahteraan 
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 Nama  : ………………………………………… 
 Umur  : ………………………………………… 
 Pekerjaan : ……………………………………….... 
 
Daftar Pertanyaan  
III. TIM  PKBL 
1. Bagaimana sejarah berdirinya PKBL ? 
2. Apakah tujuan dari Program PKBL ? 
3. Bagaimana cara PLN menyediakan pinjaman pada mitra binaan ? 
4. Jenis-jenis pelayanan apa saja yang diberikan TIM PKBL terhadap mitra binaan? 
5. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan calon mitra binaan untuk mendapatkan pinjaman 
modal PKBL ? 
6. Bagaimana cara PLN memberikan informasi kepada pengusaha kecil tentang penyediaan 
pinjaman modal ? 
7. Pihak mana saja yang terkait dengan PLN dengan penyediaan pinjaman modal PKBL ? 
8. Hambatan apa saja yang selama ini dihadai PLN  dalam memberikan pinjaman modal kepada 
mitra binaan ? 
9. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ? 
10. Menurut anda apakah semua mitra binaan telah terlayani dengan baik ? 
11. Menurut anda apa yang mendasari mitra binaan tetap meminjam modal di PLN, meskipun 
sekarang banyak lembaga keuangan lainnya ?  
12. Bagaimana perkembangan program PKBL sejauh ini ? 
13. Siapa saja mitra binaan yang mendapatkan pelatihan manajerial dan pemasaran? 
14.  Apakah ada mitara binaan yang melakukan penuggakan pinjaman modal ? 
15. Langkah apa yang diambil PLN untuk menanggulangi penunggakan ini ? 
16. Kapan dan siapa yang menentukan waktu survei? 
17. Bagaimana proses survei dilaksanakan? 
18. Kapan dan siapa yang menentuka waktu penagihan? 
19. Bagaimana proses penagihan berlangsung? 
20. Bagaimana respon dari mitra binaan yang melakukan penunggakan terhadap langkah yang 
diambil PLN ? 
21. Bagaiman kesejahteraan pengusaha kecil yang telah menjadi mitra binaan PLN? 
 IV. MITRA  BINAAN 
Identitas Informan 
 Nama  : ………………………………………… 
 Umur  : ………………………………………… 
 Pekerjaan : ……………………………………….... 
Daftar Pertanyaan  
1. Motivasi apa yang mendorong saudara utuk menjadi mitra binaan PLN ? 
2. Sejak kapan saudara menjadi mitra binaan PLN ? 
3. Manfaat apa yang anda peroleh dengan adanya pinjaman modal dari PLN ? 
4. Bagaiman prosedur untuk memperoleh pinjaman modal ? 
5. Menurut anda bagaimana dengan bunga yang ditetapkan PLN ? 
6. Menurut anda bagaimana dengan jaminan yang ditetapkan PLN ? 
7. Menurut anda apakah perbedaan antara PLN dengan lembaga lain yang sama-sama 
memberikan pinjaman modal ? 
8. Menurut anda bagaimana pelayanan dari PKBL terhadap mitra binaan ? 
9. Adakah pelayanan yang dirasa kurang dalam PKBL bagaimana solusinya menurut anda ? 
10. Bagaimana keadaan usaha anda setelah menjadi mitra binaan PLN ? 
11. Bagaimana peralatan yang digunakan pada industri anda sebelum menjadi mitra binaan PLN ? 
12. Berapa jumlah tenaga kerja dahulu dan sekarang ? 
13. Dari manakah asal tenaga kerja anda tersebut ? 
14. Bagaimana jumlah produksi pada produksi anda setelah menjadi mitra binaan PLN ? 
15. Apakah sistem pengembalian pinjaman anda suadah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 
PLN ? 
16. Pernahkah anda melakukan penunggakan pengembalian modal ? 
17. Berapa kali anda melakukan penunggakan pengembalian modal ? 
18. Apa yang menyebabkan anda melakukan penunggakan pengembalian modal? 
19. Upaya apa yang anda lakukan untuk menanggulangi penunggakan pengembalian modal? 
20. Bagaimana tanggapan pihak PLN terhadap penunggakan yang anda lakukan? 
21. Apakah anda juga berkeinginan untuk mengembalikan pinjaman modal ini ? 
22. Bagaimana hubungan anda terhadap PLN setelah terjadinya penunggakan ini? 
23. Apakah sekarang masalah ini telah terselesaikan ? 
24. Apakah dengan menjadi mitra binaan PLN telah cukup meningkatkan kesejahteraan 
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Salah satu mitra binaan didampingi oleh ketu PKBL dan Manager PLN APJ Surakarta dalam 






Sekertaris PKBL sedang memberikan penjelasan kepada mitra binaan, yang baru memperoleh 
pinjaman modal PKBL. 




Batik Berkah salah satu mitra binaan PLN yang terpaksa melakukan PHK pada karyawannya 














Ibu Sumarni pemilik Konveksi Mustika terus menjalankan usahanya dengan tetap 








Bapak Supono tetap bertahan, walau mengerjakan usahanya sendiri dan hanya membuat gitar 
kecil (kencrung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
